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ABSTRAK 

Luthfiah Nabila. Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam Menangani Kasus 

Perkawinan Anak akibat Perjodohan Orang Tua. (dibimbing oleh Aris) 

 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hakim 

Pengadilan Agama Barru dalam menangani kasus perkawinan anak akibat perjodohan 

orang tua. Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam tiga sub masalah, yaitu: (1) 

bagaiaman bentuk praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Barru, (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan 

dispensasi kawin yang melibatkan perjodohan orang tua, dan (3) bagaimana analisis 

hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi 

kawin yang melibatkan perjodohan orang tua. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana informan 

penelitian yaitu Hakim, Panitera, Pihak pemohon/Orang Tua, Pihak Pendamping/Anak. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan empat teknik, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data digunakan 

dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan orang tua yang 

menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tradisi, dan kehormatan keluarga. Meskipun 

bertujuan memberikan kemaslahatan menurut pandangan orang tua, praktik tersebut 

masih menunjukkan dominasi orang tua dalam menentukan keputusan perkawinan 

anak. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin berpedoman 

pada prinsip the best interest of the child dengan memperhatikan ketentuan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, melalui pemeriksaan terhadap persetujuan 

anak, kesiapan fisik, mental, psikologis, kondisi sosial, keberlanjutan pendidikan, serta 

adanya atau tidaknya unsur paksaan dalam perkawinan. Ditinjau dari perspektif hukum 

keluarga Islam, pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, 

yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ 

al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, perjodohan oleh orang tua pada 

dasarnya diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak anak untuk memberikan 

persetujuan dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan serta kepentingan terbaik 

bagi anak. 

 

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perjodohan Orang Tua, Maqashid Syariah. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa Ts te dan sa ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz de dan zet ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ىه

 Hamzah ̕ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah ( ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‟). 
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2. Vokal 

a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dhomma U U ا َ

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a dan i ىَيْ 

 Fathah dan Wau Au a dan u ىوَْ 

Contoh: 

 Kaifa:كَيْفَ 

 Haula :حَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan Tanda 
Nama 

 Fathah dan Alif atau ya Ā a dan garis diatas ىَا /ىَي

 Kasrah dan Ya Ī i dan garis di atas ىِيْ 

 Kasrah dan Wau Ū u dan garis di atas ىوُ 

Contoh: 

 māta :  مات 
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 ramā :  رمى

 qīla :  قيل

 yamūtu :  يموت 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua: 

a. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah : رَوْضَةُ الجَنَّةِ 

 al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah : الَْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلةَِ 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَةُ 

5. Syaddah(Tasydid) 

Syaddah atau tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 Rabbanā: رَبَّنَا  
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يْنَا    Najjainā : نَجَّ

  al-haqq : الَْحَق   

 al-hajj : الَْحَج   

 nuʻʻima : نعُْمَ  

 ʻaduwwun : عَدوُ   

Jika huruf   ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah   ىِي 

maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby): عَرَبِي  

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَلِي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   لا(alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy- syamsu) :  الَْشَمْسُ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الَزَّ

 al-falsafah :  الفَلْسَفَةُ 
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 al-bilādu :  الَْبلَِادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh:  

 ta’murūna :  تأَمُْرُوْنَ 

 ’al-nau :  النَّوعُ 

 syai’un :  شَيْء  

 Umirtu :  أمُِرْتُ 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fīẓilālal-qur’an 

Al-sunnahqablal-tadwin 

Al-ibāratbi ‘umum al-lafẓlābi khusus al-sabab 
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9. Lafẓal-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 Dīnullah  :                 دِيْنُ اللهِ 

 billah :                    با الله

Adapun tamarbutahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓal-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 Humfīrahmatillāh :       هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

Wa māMuhammadunillārasūl 

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an 
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Nasir al-Din al-Tusī 

AbūNasral-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu) 

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, 

NaṣrḤamīdAbū) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahūwata‘āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. =  ‘alaihi al- sallām 

H =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun 

w.  =  Wafat tahun 

QS …/…: 4  =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 
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HR  =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة  = ص

 بدون = دم

 صلى الله عليه وسلم  = صلعم

 طبعة = ط

 بدون ناشر = ىن

 إلى آخرها / إلى آخره = الخ 

 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.  :  Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. :  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet.  :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj. :  Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 
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Vol. :  Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.    :    Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah   

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan 

keterkaitan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks 

masyarakat Indonesia, praktik perjodohan oleh orang tua masih menjadi fenomena 

yang cukup sering dijumpai, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

dan lembaga non-pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. 

Pengadilan Agama Barru sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang dalam 

perkara perkawinan umat Islam memiliki peran strategis dalam menangani dan 

memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin maupun 

perkawinan anak akibat perjodohan orang tua. 

Menurut UU Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Prinsip atau asas pernikahan yang berhubungan dengan perkembangan 

zaman juga ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Salah satu azas 

atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa 

raganya untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 

pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri 

yang masih di bawah umur.1 

 
 1 Maslahah Di and Kota Parepare, “Uin Alauddin Makassar 2020,” 2020. 
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Sejak dahulu, praktik perkawinan anak kerap be rakar pada konstruksi budaya 

yang menempatkan perempuan dalam peran domestik, yaitu sebagai pengurus rumah 

tangga dan ibu bagi anak-anaknya. Dominasi budaya patriarki yang kuat telah 

berkontribusi terhadap munculnya marginalisasi terhadap perempuan, di mana 

pandangan tradisional seperti “perempuan identik dengan dapur, kasur, dan sumur” 

terus direproduksi dan secara tidak langsung melanggengkan praktik perkawinan usia 

dini.  

Pembahasan mengenai perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek yuridis 

semata, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika perubahan norma-norma sosial 

dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki 

peran penting dalam menetapkan ketentuan baru mengenai batas usia minimal untuk 

melangsungkan perkawinan bagi perempuan. Ketentuan ini tidak lagi sekadar bersifat 

administratif, melainkan mencerminkan prinsip kesetaraan gender, di mana batas usia 

minimal perkawinan bagi perempuan kini disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun.2 

Dari sudut pandang agama dan pemerintahan, pernikahan telah diterima dan 

dianjurkan oleh hukum, dengan tunduk pada batasan dan pedoman yang sesuai dengan 

hukum dan perundang-undangan Islam. Menurut ajaran agama, pernikahan memiliki 

tujuan ganda, yaitu prokreasi dan membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan 

damai. Sangat penting bagi anggota keluarga untuk menjalankan hak dan tanggung 

jawab mereka secara harmonis. Ketika kebutuhan material dan spiritual terpenuhi, 

 
2 Nur Qalbi et al., “Perkawinan Dini : Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak Di 

Kota Bandar Lampung,” Jurnal Litigasi Amsir 11, no. 1 (2024): 105–12. 
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kesejahteraan tercapai, yang mendorong kebahagiaan dan cinta di antara anggota 

keluarga serta menciptakan keharmonisan lahir dan batin.3 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru pada tahun 

2024, persentase perkawinan usia anak proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun 

yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun. 

Angka proporsi ini menunjukkan realitas sosial di tingkat kabupaten/kota.4 Ketika 

proporsi perempuan yang sudah pernah melahirkan anak pertama di bawah usia 20 

tinggi, ini menggambarkan bahwa banyak perempuan menikah (atau setidaknya 

melahirkan) pada usia yang secara hukum atau psikologis masih termasuk anak. 

Dengan demikian, data ini menjadi bukti kuat bahwa perkawinan usia anak 

berkontribusi terhadap kelahiran dini di Kabupaten Barru. 

Penanganan perkara dispensasi nikah di Indonesia telah mengalami perubahan 

signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai 

amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan 

perempuan menjadi 19 tahun. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan 

hukum bagi anak dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Kehadiran regulasi 

tersebut menghadirkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, 

dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the 

 
3 Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-

Keluarga-Islam,” Jurnal Studi Hukum Islam  5, no. 2 (2020): 112–112. 
4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 Tahun 

Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang Dari 20 Tahun, 2024. 



4 

 

 

child) sebagai dasar pertimbangan utama. Bagi lembaga peradilan agama, aturan ini 

tidak hanya menjadi pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan 

dispensasi nikah, tetapi juga membatasi alasan-alasan pengajuan dispensasi yang 

sebelumnya bersifat lebih fleksibel. Sebelum regulasi ini diterapkan, proses peradilan 

terhadap permohonan dispensasi nikah sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan 

penilaian subjektif hakim yang memeriksa perkara tersebut.5 

Secara sosiologis, praktik perjodohan di masyarakat Indonesia umumnya 

berakar pada norma dan nilai budaya yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. 

Di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Barru, perkawinan usia dini masih dianggap 

sebagai bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Berdasarkan data dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sekitar 60% kasus 

perkawinan anak di Indonesia terjadi di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap 

pendidikan serta informasi mengenai hak-hak anak masih sangat terbatas. Kondisi ini 

memperkuat lingkaran kemiskinan dan menurunkan kapasitas anak untuk menentukan 

masa depannya secara mandiri. Oleh karena itu, melalui pendekatan Hak Anak dan 

Keadilan Inklusif (HAKI), diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya perlindungan hukum serta penghormatan terhadap hak-hak anak guna 

mencegah praktik perjodohan yang merugikan. 

Permasalahan perkawinan anak akibat perjodohan menjadi semakin rumit 

ketika dihadapkan pada peirbeidaan tafsir antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya 

lokal. Dalam reialitas sosial di Kabupatein Barru, praktik dan anggapan meingeinai 

peirnikahan dini masih teirgolong keintal dan hidup dalam seibagian masyarakat, 

 
5 Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim 

Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama 

Wonosari,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 5 (2023): 3491.  
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teirutama kareina dipeingaruhi oleih tradisi turun-teimurun dan cara pandang konseirvatif. 

Di satu sisi, teirdapat pandangan yang meiyakini bahwa orang tua meimiliki otoritas 

peinuh dalam meineintukan pasangan hidup bagi anak-anak meireika. Namun, dalam 

peirspeiktif ajaran Islam, peirnikahan dipandang seibagai urusan yang sangat mulia dan 

sakral. Islam meimbeirikan hak keipada calon suami dan istri untuk meineintukan pilihan 

hidup meireika seicara mandiri, meiskipun teitap beirada dalam bimbingan dan peirwalian 

orang tua.6 

Peineilitian ini seicara khusus diarahkan untuk meimahami dan meineilaah peiran 

Peingadilan Agama Barru dalam meinangani peirkara peirkawinan anak yang teirjadi 

akibat praktik peirjodohan oleih orang tua. Tujuan utama peineilitian ini adalah untuk 

meingkaji bagaimana hakim di Peingadilan Agama Barru meinjalankan fungsinya dalam 

meineigakkan hukum seirta meimastikan bahwa seitiap putusan yang diambil teitap 

beirlandaskan pada prinsip keipeintingan teirbaik bagi anak, seibagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peiraturan Mahkamah Agung (PEiRMA) 

Nomor 5 Tahun 2019 teintang Peidoman Meingadili Peirkara Dispeinsasi Kawin. Seilain 

itu, peineilitian ini juga beirusaha untuk meinggali peingaruh faktor sosial, budaya, dan 

hukum yang meilatarbeilakangi praktik peirjodohan seirta bagaimana faktor-faktor 

teirseibut meimeingaruhi peirtimbangan yuridis hakim dalam seitiap proseis peirsidangan. 

Peineilitian teintang peiran hakim dalam meinangani peirkara peirkawinan anak 

akibat peirjodohan oleih orang tua meimiliki tingkat urgeinsi yang sangat tinggi, baik dari 

sisi yuridis, sosiologis, maupun akadeimik. Hal ini teirutama reileivan dalam konteiks 

peineirapan hukum keiluarga Islam di Indoneisia seiteilah adanya peirubahan reigulasi 

peirkawinan. Urgeinsi teirseibut muncul dari adanya dinamika dan keiteigangan yang nyata 

 
6 Risma Yulestari, Yan Fathahillah Purnama, and Irsan Haerudin Akif, “Asasi Manusia Dalam 

Konteks Perjodohan Oleh Orang Tua” 3, no. 1 (2025): 163–75. 
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antara keiteintuan hukum positif, praktik sosial-budaya yang beirkeimbang di masyarakat, 

seirta keiweinangan yudisial hakim peingadilan agama dalam meimeiriksa dan meimutus 

peirmohonan dispeinsasi kawin. 

Peimbeirlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang meingubah batas 

usia peirkawinan, diseirtai deingan teirbitnya Peiraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019, teilah meindorong peirubahan cara pandang dalam peinanganan peirkara 

dispeinsasi kawin. Keidua reigulasi teirseibut meineigaskan bahwa prinsip keipeintingan 

teirbaik bagi anak (thei beist inteireist of thei child) harus dijadikan landasan utama dalam 

peirtimbangan hakim. Namun deimikian, dalam praktik peiradilan, peineirapan prinsip ini 

beilum seipeinuhnya konsistein. Putusan hakim masih keirap dipeingaruhi oleih 

peirtimbangan sosiologis, seipeirti keikhawatiran teirhadap peirgaulan beibas, kuatnya 

tradisi peirjodohan, maupun alasan meinjaga keihormatan keiluarga. Situasi ini 

meineimpatkan hakim pada posisi yang strateigis seikaligus peinuh dileima, kareina dituntut 

untuk meinyeiimbangkan keipastian hukum, keiadilan substantif, dan keimaslahatan anak. 

Oleih seibab itu, peineilitian ini peinting dilakukan untuk meingkaji seicara eimpiris 

bagaimana keiweinangan hakim dijalankan dalam keirangka reigulasi baru teirseibut. 

Di Kabupatein Barru teirdapat 20 kasus peirceiraian yang beirkaitan deingan 

peirkawinan anak akibat peirjodohan orang tua. Kondisi ini meinunjukkan bahwa banyak 

pasangan yang meinikah pada usia dini beilum meimiliki keisiapan eimosional, psikologis, 

dan eikonomi dalam meimbina rumah tangga seihingga reintan meingalami konflik yang 

beirujung pada peirceiraian. Dalam meinghadapi kasus teirseibut, hakim Peingadilan 

Agama meimiliki peiran peinting tidak hanya dalam meimeiriksa dan meimutus peirkara 

seisuai deingan keiteintuan hukum yang beirlaku, teitapi juga beirupaya meilakukan meidiasi 
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seirta meimpeirtimbangkan keipeintingan teirbaik bagi para pihak, khususnya anak yang 

meinjadi korban dari praktik peirjodohan dan peirkawinan usia dini.7 

Di sisi lain, praktik peirjodohan yang dilakukan oleih orang tua hingga beirujung 

pada peirkawinan anak masih kuat meingakar di seijumlah wilayah peideisaan, teirmasuk 

di Kabupatein Barru. Tradisi ini keirap meimpeiroleih peimbeinaran meilalui peinafsiran 

keiagamaan yang tidak utuh seirta budaya patriarkal yang meineimpatkan anak teirutama 

anak peireimpuan seibagai pihak pasif dalam peineintuan peirkawinan. Dalam kondisi 

teirseibut, Peingadilan Agama meineimpati posisi seibagai garda teirakhir dalam upaya 

peirlindungan anak. Hakim tidak lagi seikadar meinjalankan fungsi formal seibagai 

peimutus peirkara, teitapi juga beirpeiran seibagai aktor sosial yang meineintukan arah 

peirlindungan hak-hak anak meilalui putusan yang dijatuhkan. Oleih kareina itu, 

peineilitian ini meinjadi peinting untuk meingkaji seijauh mana hakim Peingadilan Agama 

Barru mampu meinjalankan peiran teirseibut seicara indeipeindein dan beirpihak pada 

keipeintingan teirbaik anak, alih-alih justru meimpeirkuat leigitimasi praktik peirkawinan 

anak atas nama tradisi dan moralitas. 

Dari peirspeiktif akadeimik, kajian teintang peirkawinan anak seilama ini leibih 

banyak meinitikbeiratkan pada dampak sosial, data statistik, maupun analisis putusan 

seicara normatif. Peineilitian ini meinjadi signifikan kareina seicara khusus meineimpatkan 

hakim seibagai fokus utama kajian dalam konteiks hukum keiluarga Islam. Peindeikatan 

teirseibut meimungkinkan peineilusuran yang leibih meindalam meingeinai inteiraksi antara 

peirtimbangan yuridis, nilai-nilai hukum Islam, dan reialitas sosial dalam proseis 

peingambilan putusan oleih hakim. Deingan deimikian, peineilitian ini beirkontribusi 

meingisi keikosongan dalam kajian yang masih teirbatas, khususnya dalam meimahami 

 
 7 Pak Jaja, petugas PTSP Pengadilan Agama Barru, wawancara di Pengadilan Agama Barru, 

18. 



8 

 

 

peiran hakim seibagai peineigak keiadilan substantif seikaligus peilindung hak-hak anak 

dalam praktik peiradilan agama. 

Peineilitian ini meimiliki urgeinsi praktis bagi leimbaga peiradilan agama. Hasil 

peineilitian diharapkan dapat dimanfaatkan seibagai bahan eivaluasi bagi Peingadilan 

Agama Barru dalam upaya meiningkatkan kualitas putusan dispeinsasi kawin, teirutama 

teirkait peineirapan Peiraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Seilain itu, 

peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan reikomeindasi yang beirsifat aplikatif bagi 

para hakim agar leibih konsistein meineimpatkan peirlindungan anak seibagai orieintasi 

utama, tanpa meingeisampingkan nilai-nilai hukum seirta keimaslahatan sosial. 

Deingan deimikian, peineilitian ini tidak seikadar meingulang kajian meingeinai 

peirkawinan anak, teitapi meirupakan langkah strateigis untuk meinilai seijauh mana 

eifeiktivitas peiran hakim seibagai aktor seintral dalam sisteim hukum keiluarga Islam. 

Tanpa adanya peineilitian seimacam ini, teirdapat poteinsi bahwa peirubahan reigulasi 

hanya beirheinti pada tataran normatif, seimeintara praktik peirkawinan anak akibat 

peirjodohan orang tua teirus beirlanjut deingan peimbeinaran yudisial. Oleih kareina itu, 

peineilitian ini meimiliki reileivansi dan urgeinsi yang tinggi seibagai kontribusi akadeimik 

seikaligus sosial dalam meimpeirkuat peirlindungan hak anak seirta meineikan angka 

peirkawinan anak di Indoneisia. 

B. Rumusan Penelitian 

1. Bagaimana beintuk praktik peirjodohan orang tua dalam peirkara dispeinsasi kawin di 

Peingadilan Agama Barru? 

2. Bagaimana peirtimbangan hakim dalam peirmohonan dispeinsasi kawin yang 

meilibatkan peirjodohan orang tua? 



9 

 

 

3. Bagaimana analisis hukum keiluarga islam teirhadap peirtimbangan hakim dalam 

peirmohonan dispeinsasi kawin yang meilibatkan peirjodohan orang tua? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang meinjadi tujuan dalam peineilitian ini adalah: 

1. Untuk meingeitahui bagaimana beintuk praktik peirjodohan orang tua dalam peirkara 

dispeinsasi kawin di Peingadilan Agama Barru. 

2. Untuk meingeitahui bagaimana peirtimbangan hakim dalam peirmohonan dispeinsasi 

kawin yang meilibatkan peirjodohan orang tua. 

3. Untuk meingeitahui bagaimana analisis hukum keiluarga islam teirhadap 

peirtimbangan hakim dalam peirjodohan orang tua. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari peineilitian ini yaitu: 

1. Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribusi peimahaman yang leibih 

meindalam meingeinai peiran hakim dalam meinangani kasus peirnikahan dini, 

khususnya dalam konteiks hukum keiluarga di Indoneisia. 

2. Peineilitian ini dapat meimpeirkaya kajian akadeimis teintang teintang peirlindungan 

anak dan peineigakan keiadilan dalam peirkara peirkawinan anak. 

3. Dapat digunakan seibagai bahan informasi dan meimbantu dalam meinambah 

reifeireinsi seirta meinjadi sumbeir untuk peineilitian seilanjutnya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Hasiil peineilusuran peineiliitiian teirdahulu, diipeiroleih beibeirapa masalah yang 

beirkaiitan deingan  peineiliitiian iinii. Peineiliitiian iinii teilah meinyeileiksii beibeirapa peineiliitiian 

yang teirkaiit deingan topiik yang diibahas pada peineiliitiian iinii. 

Hasiil peineiliitiian yang teilah diituliis oleih Mansarii dan Riizkal, deingan judul 

“Peiran Hakiim dalam Meinceigah Peirkawiinan Dii Usiia Anak dan Peirliindungan 

Keipeintiingan Teirbaiik Bagii Anak Teirkaiit Peingajuan Peirkara Diispeinsaii Kawiin Dii 

Peingadiilam Agama Pangkalan Balaii” hasiil peineiliitiiannya meinunjukkan bahwa 

meiskiipun dalam praktiiknya seibagiian beisar peirmohonan diispeinsasii masiih diikabulkan 

kareina hakiim meimpeirtiimbangkan keipeintiingan teirbaiik anak dan kondiisii meindeisak 

yang teirungkap dii peingadiilan, hakiim Peingadiilan Syariiah meimaiinkan peiran strateigiis 

dalam meinceigah peirkawiinan anak deingan meimbeiriikan peinyuluhan keipada orang tua 

dan anak teintang dampak neigatiif psiikologiis, meintal, reiproduksii, dan peindiidiikan dari i 

peirkawiinan diinii. Tantangan yang diihadapii antara laiin kurangnya keisadaran masyarakat 

teintang bahaya peirkawiinan diinii, adanya daliil agama yang meimboleihkannya seilama 

anak teilah meincapaii pubeirtas, seirta faktor eikonomii, budaya, dan sosiial yang 

meindorong orang tua untuk meiniikahkan anak-anak meireika.8 

Hubungan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian yang diilakukan iinii teirleitak 

pada fokus kajiiannya, yaiitu sama-sama meineiliitii peiran hakiim dalam peirkara diispeinsasii 

kawiin dan peinceigahan peirkawiinan usiia anak. Keiduanya sama-sama meinyorotii 

bagaiimana hakiim meimiiliikii keidudukan strateigiis dalam meimbeiriikan nasiihat, 

 
8 Mansari and Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara 

Kemaslahatandan Kemudharatan,” El-Usrah 4, no. 2 (2021): 328–56,  
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peirtiimbangan, dan keiputusan hukum teirkaiit peirmohonan peirkawiinan diinii, seirta 

meineikankan bahwa seitiiap putusan harus meimpeirtiimbangkan keipeintiingan teirbaiik bagii 

anak (thei beist iinteireist of thei chiild) agar tiidak meiniimbulkan mudharat dii keimudiian harii. 

Namun, teirdapat peirbeidaan siigniifiikan dalam sudut pandang dan arah peimbahasan. 

Peineiliitiian teirdahulu leibiih meiniitiikbeiratkan pada analiisiis hukum seicara eimpiiriis, 

teirutama meingeinaii peiran hakiim Mahkamah Syar’iiyah dalam meinceigah peirkawiinan 

diinii, deingan meinyorotii tantangan praktiis dii lapangan, faktor sosiial budaya, seirta 

peirtiimbangan hakiim dalam meineiriima atau meinolak diispeinsasii peirniikahan. Seimeintara 

iitu, peineiliitiian iinii leibiih meineikankan tiinjauan konseiptual dan normatiif darii peirspeiktiif 

hukum keiluarga, yaiitu bagaiimana peiran hakiim diipahamii dalam keirangka hukum 

keiluarga seicara umum, bukan hanya teirbatas pada praktiik diispeinsasii peirniikahan di i 

Mahkamah Syar’iiyah. 

Hasiil peineiliitiian yang teilah diituliis oleih Reitno Nur Wulandarii, Eilly Kriistiianii 

Purweindah, dan Eistii Niingrum deingan judul, “kajiian hukum beirpeirspeiktiif geindeir pada 

peiran hakiim dalam meineikankan angka peirkawiinan anak” hasiil peineiliitiiannya 

meinunjukkan bahwa upaya hakiim peingadiilan agama dalam meineikan angka 

peirkawiinan anak beirdasarkan Peineitapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt diilakukan 

meilaluii peineirapan peirsyaratan admiiniistrasii yang keitat seirta peirtiimbangan teis psiikolog, 

meiskiipun reigulasii beilum seicara eikspliisiit meingatur keiwajiiban teis teirseibut. Keitiiadaan 

surat reikomeindasii darii Diinas Keiseihatan, miiniimnya teis psiikologiis yang meinyuliitkan 

hakiim untuk meiniilaii keisiiapan meintal calon peingantiin, seirta keimungkiinan peilanggaran 

peiraturan kareina peirmohonan diispeinsasii seiriing diiajukan untuk usiia dii bawah 19 tahun 

meirupakan beibeirapa tantangan yang diihadapii hakiim dalam upaya meinceigah 

peirkawiinan anak darii peirspeiktiif geindeir. Peirspeiktiif geindeir yang meingutamakan 
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peirliindungan hak-hak anak peireimpuan, meimpeirtiimbangkan keiseinjangan sosiial dan 

eikonomii yang beirsumbeir darii norma-norma patriiarkii, dan meingeivaluasii dampak 

jangka panjang peirkawiinan anak teirhadap keiseijahteiraan peireimpuan dan anak-anak 

diiharapkan darii para hakiim.9 

Hubungan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian yang diilakukan iinii teirleitak 

pada fokus kajiian yang sama-sama meimbahas meingeinaii peiran hakiim dalam peirkara 

peirkawiinan usiia anak. Keiduanya meineikankan bahwa hakiim meimiiliikii posiisii strateigiis 

dalam meimpeirtiimbangkan peirmohonan diispeinsasii niikah, meimbeirii nasiihat keipada para 

piihak teirkaiit dampak neigatiif peirkawiinan diinii, seirta beirupaya meiliindungii keipeintiingan 

anak agar tiidak diirugiikan oleih peirniikahan dii bawah umur. Seilaiin iitu, keidua peineiliitiian 

sama-sama meinggunakan peindeikatan hukum untuk meiliihat bagaiimana hakiim 

meinafsiirkan aturan peirundang-undangan dalam konteiks peinceigahan peirniikahan diinii. 

Namun, teirdapat peirbeidaan siigniifiikan dalam sudut pandang dan arah peimbahasan. 

Peineiliitiian teirdahulu leibiih beirfokus pada kajiian hukum darii peirspeiktiif geindeir, 

meineikankan bagaiimana hakiim harus meimpeirtiimbangkan keitiimpangan sosiial-eikonomii 

yang diiseibabkan oleih norma-norma patriiarkii, peirliindungan hak-hak anak peireimpuan, 

dan peintiingnya iinstrumein tambahan seipeirtii teis psiikologiis dan konsultasii keiseihatan 

keitiika meineintukan diispeinsasii peirniikahan. Seibaliiknya, peineiliitiian iinii tiidak seicara 

khusus meineikankan peindeikatan geindeir; meilaiinkan leibiih beirfokus pada tiinjauan 

normatiif dalam keirangka hukum keiluarga, khususnya bagaiimana peiran hakiim 

diipahamii darii peirspeiktiif hukum keiluarga seicara umum.  

Hasiil peineiliitiian yang teilah diituliis oleih Maryono dan Fariida Nurun Nazah 

deingan judul “Peirtiimbangan Hakiim dalam Meingabulkan Peineitapan Diispeinsasii 

 
9 Yesi Arfianto, “Wijayakusuma Law Review,” Wijayakusuma Law Rewiew 3, no. 1 (2021): 38–

43,. 
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Peirkawiinan Peirspeiktiif Peirliindungan Anak (Studii Peirkara Tahun 2019-2023 PA 

Siijunjung)” hasiil peineiliitiiannya meinunjukkan bahwa mayoriitas putusan hakiim dii PA 

Siijunjung meingabulkan diispeinsasii kawiin deingan alasan utama untuk meinghiindarii ziina 

atau kareina adanya hubungan ciinta, bahkan dalam kasus Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.SJJ 

hakiim meingabulkan peirmohonan meiskiipun calon iistrii baru beirusiia 16 tahun deingan 

peirtiimbangan hubungan eirat, peirseitujuan keiluarga, dan keisiiapan calon meimpeilaii. 

Hakiim meinggunakan dasar hadiits, priinsiip syariiah Iislam, seirta meimpeirtiimbangkan 

aspeik sosiial, budaya, dan agama, namun beilum seipeinuhnya meineirapkan keiteintuan 

PEiRMA No. 5 Tahun 2019 yang meiwajiibkan reikomeindasii psiikolog atau peikeirja sosiial. 

Hasiil peineiliitiian iinii meineigaskan bahwa meiskiipun hakiim beiroriieintasii pada alasan 

meindeisak, peirtiimbangan peirliindungan anak seipeirtii hak atas peindiidiikan dan 

peinceigahan peirniikahan diinii beilum meinjadii priioriitas seihiingga keiputusan masiih 

beirteintangan deingan priinsiip peirliindungan anak.10 

Hubungan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian yang diilakukan iinii teirleitak 

pada fokus kajiian ungsii hakiim dalam kasus-kasus yang meiliibatkan peirniikahan diinii 

atau diispeinsasii peirkawiinan meirupakan topiik utama studii iinii. Keidua studii iinii 

meineikankan proseis peingambiilan keiputusan hakiim, faktor-faktor hukum, sosiiologiis, 

fiilosofiis, dan teiologiis yang meindasarii keiputusan meireika, seirta hubungan antara 

keiputusan-keiputusan iinii deingan peirliindungan anak dan priinsiip-priinsiip hukum. 

Namun, teirdapat peirbeidaan siigniifiikan dalam sudut pandang dan arah peimbahasan. 

Peineiliitiian teirdahulu leibiih meiniitiikbeiratkan pada peirtiimbangan hakiim dalam 

meingabulkan diispeinsasii peirkawiinan peirspeiktiif peirliindungan anak deingan studii kasus 

dii PA Siijunjung tahun 2019–2023, seihiingga fokus utamanya adalah meiliihat apakah 

 
10 Farida Nurun Nazah, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak ( Studi Perkara 

Tahun 2019-2023 Pa Sijunjung ),” 2023, 1–15. 
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keiputusan hakiim sudah seisuaii deingan priinsiip peirliindungan anak, khususnya hak atas 

peindiidiikan dan peinceigahan peirniikahan diinii. Seidangkan peineiliitiian iinii leibiih 

meineikankan pada peiran dan tanggung jawab hakiim seicara umum dalam konteiks 

hukum keiluarga, tiidak hanya meimbatasii pada diispeinsasii peirkawiinan teitapii juga 

bagaiimana hakiim meinjadii beinteing teirakhiir dalam meinceigah praktiik peirniikahan diinii. 

Deingan kata laiin, peineiliitiian meireika leibiih speisiifiik pada analiisiis putusan dan peineirapan 

PEiRMA No. 5 Tahun 2019 seirta peirspeiktiif peirliindungan anak, seimeintara peineiliitiian 

Anda leibiih luas kareina meinyorotii peiran hakiim darii peirspeiktiif hukum keiluarga dalam 

upaya meineigakkan keiadiilan, keipastiian, dan keimanfaatan hukum. 

Hasiil peineiliitiian yang diituliis oleih Afriiansyah deingan judul “Peirtiimbangan 

Hakiim dalam Meingabulkan Peirmohonan Diispeinsasii Kawiin dii Peingadiilan Agama 

Tanjung Karang Keilas IiA” hasiil peineiliitiiannya meinunjukkan bahwa meinurut 

peineiliitiian, hakiim seiriing kalii meineiriima peirmohonan diispeinsasii niikah keitiika 

meingambiil keiputusan teintang iisu-iisu seipeirtii meinceigah peirseiliingkuhan, meinjunjung 

tiinggii keihormatan keiluarga, dan keihamiilan dii luar niikah. Meiskiipun hakiim 

meindasarkan keiputusannya pada ajaran agama, Undang-Undang Peirkawiinan, dan 

Kompiilasii Hukum Iislam, iisu peirliindungan anak seiriingkalii tiidak meinjadii priioriitas 

utama dalam keihiidupan nyata. Meinurut teimuan peineiliitiian, hakiim leibiih meingutamakan 

keiseijahteiraan langsung (seipeirtii meinjaga reiputasii keiluarga) dariipada dampak jangka 

panjang teirhadap peindiidiikan, psiikologii, dan keiseijahteiraan umum anak.11 

Hubungan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian yang diilakukan iinii teirleitak 

pada fokus kajiian keidua studii teirseibut beirfokus pada fungsii hakiim dalam kasus 

 
11 Afriansyah Tanjung, “Peran Dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani 

Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal Atas Praktik Hukum Dan Budaya Lokal,” no. 5 

(2019): 191–207. 
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diispeinsasii atau peirniikahan diinii. Keidua studii teirseibut meineikankan peintiingnya faktor 

hukum, teiologiis, dan sosiial yang diipeirtiimbangkan keitiika hakiim meinjalankan 

keiweinangannya dalam kasus yang meiliibatkan anak dii bawah umur. Seilaiin iitu, 

keiduanya meinunjukkan bagaiimana hakiim seicara strateigiis meimutuskan apakah akan 

meingiiziinkan peirniikahan diinii beirlanjut dan seiriingkalii harus meimiiliih antara 

meingabulkan peirmohonan beirdasarkan masalah keiluarga yang meindeisak atau 

meiliindungii anak. Namun, teirdapat peirbeidaan siigniifiikan dalam sudut pandang dan arah 

peimbahasan. Peineiliitiian teirdahulu leibiih meiniitiikbeiratkan pada peirtiimbangan hakiim 

dalam meingabulkan diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Tanjung Karang Keilas IiA, 

deingan peineikanan pada peirtiimbangan pragmatiis teirmasuk meinceigah peirseiliingkuhan, 

meinjunjung tiinggii iinteigriitas keiluarga, dan preivaleinsii keihamiilan yang tiidak 

diireincanakan. Seidangkan peineiliitiian iinii leibiih luas kareina meingkajii peiran hakiim dalam 

siisteim hukum keiluarga, yang beirfungsii meimbeiriikan peirliindungan hukum, 

preidiiktabiiliitas, dan keiuntungan bagii keiluarga dan anak, dii sampiing peirtiimbangan 

kasus diispeinsasii.  

Hasiil peineiliitiian yang diituliis oleih Nur Haliimatus Sa’diiyah, Fathullah Rusly, dan 

Viita Fiirdausiiyah deingan judul “Peiran Hakiim Peingadiilan Agama Kraksaan dalam 

Meimiiniimaliisiir Peirkawiinan Usiia Diinii” hasiil peineiliitiiannya  meinunjukkan bahwa peiran 

hakiim sangat viital dalam meingantiisiipasii maraknya peirmohonan diispeinsasii kawiin 

seiteilah lahiirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang meinaiikkan batas usiia peirkawiinan 

meinjadii 19 tahun. Hakiim dii Peingadiilan Agama Kraksaan beirupaya meimbeiriikan 

eidukasii keipada orang tua dan anak meingeinaii dampak neigatiif peirniikahan diinii, seipeirti i 

riisiiko pada peindiidiikan, keiseihatan reiproduksii, psiikologiis, dan sosiial-eikonomii. Namun, 

data meinunjukkan bahwa peirmohonan diispeinsasii dii Kraksaan teirus meiniingkat seitiiap 
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tahun dan hampiir seiluruhnya diikabulkan, meiskiipun hakiim seilalu beirusaha 

meimbeiriikan nasiihat agar peimohon meimpeirtiimbangkan ulang. Hakiim juga 

meinghadapii tantangan beisar, antara laiin meiniingkatnya jumlah peirkara seiteilah 

peirubahan undang-undang, kurangnya sosiialiisasii dampak peirkawiinan diinii dii 

peideisaan, faktor budaya dan agama, seirta keiiingiinan anak seindiirii untuk meiniikah. 

Keisiimpulan peineiliitiian iinii meineigaskan bahwa meiskiipun hakiim beirpeiran peintiing dalam 

peinceigahan, keinyataannya peirniikahan usiia diinii masiih suliit diimiiniimaliisiir kareina 

kuatnya faktor sosiial, budaya, dan dorongan keiluarga.12 

Hubungan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian yang diilakukan iinii teirleitak 

pada fokus kajiian yang meimbahas fungsii hakiim dalam kasus-kasus yang meiliibatkan 

peirniikahan diinii dan diispeinsasii peirniikahan. Keidua peineiliitiian iinii meineikankan 

bagaiimana hakiim meinggunakan keikuasaannya, faktor-faktor hukum, agama, sosiial, 

dan psiikologiis yang diipeirtiimbangkan, seirta tanggung jawab hakiim untuk meiliindungii 

dan meindiidiik anak-anak agar meireika tiidak mudah diiniikahkan dii usiia muda. Seilaiin iitu, 

keiduanya meineikankan bahwa hakiim meimiiliikii keiwajiiban moral dan sosiial untuk 

meineigakkan priinsiip-priinsiip hukum keiluarga dan meingurangii jumlah peirniikahan anak 

deimii peirliindungan anak, dii sampiing peiran meireika seibagaii piihak yang meimbuat 

keiputusan. Namun, teirdapat peirbeidaan siigniifiikan dalam sudut pandang dan arah 

peimbahasan. Peineiliitiian teirdahulu leibiih meineikankan fungsii hakiim dii Peingadiilan 

Agama Kraksaan dalam meingurangii angka peirniikahan diinii. Hal iinii diicapaii deingan 

meiliihat iiniisiiatiif preiveintiif yang diilakukan hakiim, yang meiliiputii peinyuluhan teintang 

dampak buruk peirniikahan diinii, eidukasii keipada orang tua dan anak, seirta analiisiis 

 
12 Nur Halimatus Sa’diyah, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, “Peran Hakim Pengadilan 

Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini,” Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, 

Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam 15, no. 2 (2023): 209–307. 
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keisuliitan yang diihadapii hakiim dalam meinjalankan tugasnya. Reialiitas sosiial budaya 

masyarakat seiteimpat dan peilaksanaan tugas hakiim dii satu lokasii (Kraksaan) meinjadii 

poiin utama yang diiteikankan. Seidangkan peineiliitiian iinii, meingkajii peiran hakiim seicara 

konseiptual dalam keirangka hukum keiluarga, aliih-aliih hanya dii dalam peingadiilan 

teirteintu, seihiingga peineiliitiian saya leibiih kompreiheinsiif. Studii saya meinyorotii peiran 

hakiim dalam meineigakkan keiadiilan, keipastiian hukum, dan manfaat hukum keiluarga. 

Peineiliitiian  iinii juga meinyorotii bagaiimana peiran iinii seiharusnya diibiingkaii dalam 

kaiitannya deingan peirliindungan anak dan peinceigahan peirniikahan diinii. 

Peineiliitiian iinii meimiiliikii peirbeidaan yang jeilas deingan peineiliitiian-peineiliitiian 

seibeilumnya kareina tiidak seimata-mata meineilaah peirtiimbangan hakiim dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin, meilaiinkan seicara speisiifiik meingkajii peiran hakiim dalam meinanganii 

peirkawiinan anak yang diipiicu oleih peirjodohan orang tua seibagaii peinyeibab utama 

teirjadiinya peirniikahan diinii. Jiika peineiliitiian teirdahulu umumnya beirfokus pada analiisiis 

eimpiiriis putusan, peirliindungan anak, atau peindeikatan geindeir, peineiliitiian iinii 

meinggunakan peindeikatan normatiif dan konseiptual dalam peirspeiktiif hukum keiluarga 

Iislam untuk meimahamii peiran hakiim seicara utuh, baiik seibagaii peineigak hukum, 

peiliindung hak anak, maupun piihak yang beirhadapan langsung deingan teikanan sosiial 

dan budaya. Seilaiin iitu, deingan meingambiil studii kasus dii Peingadiilan Agama Barru dan 

meimpeirtiimbangkan karakteiriistiik sosiial-budaya seiteimpat, peineiliitiian iinii meinawarkan 

sudut pandang baru dalam meiliihat peilaksanaan peiran hakiim dalam meinghadapii praktiik 

peirjodohan yang masiih beirkeimbang dii masyarakat. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Patriarki dan Relasi Kuasa Keluarga 
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 Tiidak ada satu orang peineimu tunggal darii teiorii patriiarkii dan reilasii kuasa dalam 

keiluarga, kareina konseip iinii beirkeimbang darii peimiikiiran beibeirapa iilmuwan sosiial 

dan feimiiniis. Namun beibeirapa tokoh yang paliing beirpeingaruh adalah: 

1. Friieidriich Eingeils 

 Iia meinjeilaskan hubungan keikuasaan dalam keiluarga dalam bukunya Thei 

Oriigiin of thei Famiily, Priivatei Propeirty and thei Statei, yang meinyatakan bahwa patriiarki i 

muncul beirsama keipeimiiliikan priibadii dan meineimpatkan lakii-lakii seibagaii piihak 

domiinan dalam keiluarga. 

2. Katei Miilleitt 

 Dalam bukunya Seixual Poliitiics, iia meinjeilaskan patriiarkii seibagaii siisteim 

keikuasaan sosiial dii mana lakii-lakii seicara struktural meindomiinasii peireimpuan, 

teirmasuk dalam iinstiitusii keiluarga. 

3. Miicheil Foucault 

 Iia tiidak khusus meinuliis teintang keiluarga saja, teitapii teioriinya teintang reilasii 

kuasa (poweir reilatiions) meinjeilaskan bagaiimana keikuasaan beikeirja dalam beirbagaii 

hubungan sosiial, teirmasuk hubungan dalam keiluarga. 

4. Sylviia Walby 

 Iia meingeimbangkan teiorii patriiarkii modeirn dan meinjeilaskan bagaiimana 

patriiarkii beikeirja dalam beibeirapa struktur sosiial, teirmasuk rumah tangga dan keiluarga. 

Patriiarkii seicara hiistoriis adalah siisteim sosiial tradiisiional, teitapii wacana teintang 

patriiarkii seilalu meinariik kareina siisteim iitu diilanggeingkan deingan cara baru dalam 

keiluarga meilaluii peireimpuan. Aktor-aktor baru yang meilanggeingkan niilaii-niilaii 
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patriiarkii adalah peireimpuan yang meindukung peilanggeingan keikuasaan patriiarkii dalam 

keiluarga.13  

Patriiarkii seicara hiistoriis meirupakan siisteim sosiial tradiisiional yang meineimpatkan 

lakii-lakii seibagaii piihak domiinan dalam beirbagaii aspeik keihiidupan, teirmasuk dalam 

struktur keiluarga. Meiskiipun seiriing diipahamii seibagaii wariisan masa lalu, wacana 

teintang patriiarkii teitap reileivan dan teirus meinariik untuk diikajii kareina siisteim iinii tiidak 

seipeinuhnya hiilang, meilaiinkan meingalamii transformasii dalam cara-cara yang leibiih 

halus. Dalam konteiks keiluarga, niilaii-niilaii patriiarkii keirap diilanggeingkan meilalui i 

praktiik seiharii-harii, norma, dan pola peingasuhan yang diiwariiskan antargeineirasii. 

Deingan deimiikiian, patriiarkii tiidak seilalu tampiil seibagaii beintuk peiniindasan yang 

teirbuka, teitapii hadiir dalam keibiiasaan yang diianggap wajar dan normal oleih 

masyarakat. 

Meinariiknya, peilanggeingan niilaii-niilaii patriiarkii dalam keiluarga tiidak hanya 

diilakukan oleih lakii-lakii, teitapii juga oleih peireimpuan iitu seindiirii. Peireimpuan keirap 

meinjadii aktor baru yang tanpa diisadarii meindukung keibeirlanjutan siisteim patriiarkii, 

miisalnya meilaluii peimbeinaran teirhadap peimbagiian peiran yang tiidak seitara, peinguatan 

steireiotiip geindeir, atau teikanan teirhadap anak peireimpuan untuk tunduk pada otoriitas 

keiluarga. Dalam posiisii iinii, peireimpuan beirpeiran seibagaii agein sosiial yang meireiproduksi i 

keikuasaan patriiarkii, seihiingga siisteim teirseibut teirus beirtahan dan beiradaptasii deingan 

konteiks sosiial yang beirubah, meiskiipun beintuk dan aktornya tampak beirbeida darii masa 

lalu. 

Patriiarkii adalah seibuah siisteim sosiial yang meineimpatkan posiisii lakii-lakii leibiih 

tiinggii dariipada peireimpuan. Lakii-lakii diianggap meimiiliikii keikuatan leibiih diibandiing 

 
13  Yanuarius, Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-

Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani (yogyakarta: Nusamedia, 2021), h. 7. 
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peireimpuan, seihiingga pada peirjalanannya seigala aspeik keihiidupan diiputuskan oleih lakii-

lakii seidangkan peireimpuan harus tunduk dan meineiriima. Hal iinii biisa diiliihat pada siisteim 

sosiial paliing dasar yaiitu keiluarga.14 

Patriiarkii meirupakan seibuah siisteim sosiial yang meineimpatkan lakii-lakii pada 

posiisii yang leibiih tiinggii diibandiingkan peireimpuan. Dalam siisteim iinii, lakii-lakii 

diipeirseipsiikan meimiiliikii keikuatan, rasiionaliitas, dan otoriitas yang leibiih beisar, seihiingga 

diianggap leibiih layak untuk meingambiil keiputusan peintiing. Akiibatnya, dalam beirbagaii 

aspeik keihiidupan baiik sosiial, eikonomii, maupun budaya peiran lakii-lakii ceindeirung 

domiinan, seimeintara peireimpuan diiposiisiikan seibagaii piihak yang harus meingiikutii, 

tunduk, dan meineiriima keiputusan yang teilah diiteitapkan. 

Domiinasii teirseibut paliing nyata teirliihat dalam siisteim sosiial paliing dasar, yaiitu 

keiluarga. Dalam liingkup keiluarga, lakii-lakii seiriing diipandang seibagaii keipala rumah 

tangga yang meimiiliikii hak peinuh dalam meineintukan arah keihiidupan keiluarga, teirmasuk 

dalam peingambiilan keiputusan teirkaiit peindiidiikan, peikeirjaan, hiingga peirniikahan anak. 

Seimeintara iitu, peireimpuan keirap diibatasii peirannya pada ranah domeistiik dan diituntut 

untuk patuh teirhadap otoriitas lakii-lakii. Pola reilasii seimacam iinii keimudiian diiwariiskan 

seicara turun-teimurun dan diianggap seibagaii seisuatu yang wajar, seihiingga meimpeirkuat 

dan meilanggeingkan siisteim patriiarkii dalam keihiidupan masyarakat. 

Keiteirkaiitan antara siisteim patriiarkii dan praktiik peirniikahan diinii dapat diipahamii 

meilaluii beibeirapa aspeik beiriikut: 

a) Domiinasii lakii-lakii dalam peingambiilan keiputusan 

Dalam tatanan sosiial patriiarkal, keiputusan strateigiis dii dalam keiluarga, teirmasuk 

teirkaiit peirniikahan anak, umumnya beirada dii tangan ayah atau fiigur lakii-lakii. Kondiisii 

 
14 Taqwiem, Patriarki Dan Perlawanan Perempuan Dalam Konteks Bumi Manusia (Jawa 

Barat: CV. Adanu Abimata, 2024), h. 28. 
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iinii meinyeibabkan peindapat dan keiiingiinan anak, khususnya anak peireimpuan, keirap 

tiidak meindapatkan ruang untuk diipeirtiimbangkan. 

b) Subordiinasii posiisii peireimpuan 

Anak peireimpuan seiriing diiteimpatkan seibagaii piihak yang wajiib taat dan 

meineiriima keiputusan keiluarga. Akiibatnya, praktiik peirjodohan atau peirniikahan pada 

usiia diinii teitap beirlangsung, meiskiipun anak beilum meimiiliikii keisiiapan seicara fiisiik, 

meintal, maupun eimosiional. 

c) Peinguatan peiran domeistiik peireimpuan 

Niilaii-niilaii patriiarkii meimbeintuk pandangan bahwa peiran utama peireimpuan 

adalah seibagaii iistrii dan iibu. Pandangan iinii meimbuat peirniikahan diinii diipeirseipsiikan 

seibagaii seisuatu yang lumrah, bahkan diianggap seibagaii cara untuk meinjaga martabat 

dan keihormatan keiluarga. 

Teiorii patriiarkii dan reilasii kuasa keiluarga diipiiliih dalam peineiliitiian iinii kareina 

mampu meinjeilaskan seicara meindalam akar struktural teirjadiinya peirkawiinan anak 

akiibat peirjodohan orang tua, yang tiidak teirleipas darii siisteim sosiial patriiarkal dalam 

keiluarga. Teiorii iinii meinunjukkan bahwa domiinasii lakii-lakii dalam peingambiilan 

keiputusan, subordiinasii posiisii peireimpuan, seirta peinguatan peiran domeistiik peireimpuan 

meimbeintuk reilasii kuasa yang tiimpang, seihiingga keiheindak dan keipeintiingan anak 

teirutama anak peireimpuan seiriing diiabaiikan. Meilaluii teiorii patriiarkii, peineiliitiian iinii dapat 

meimahamii bagaiimana praktiik peirjodohan dan peirniikahan diinii diilanggeingkan dan 

diinormaliisasii dalam keiluarga, seikaliigus meinjadii landasan analiitiis untuk meiniilaii peiran 

hakiim dalam meireispons praktiik teirseibut seirta meiliindungii keipeintiingan teirbaiik anak 

dalam peirkara diispeinsasii kawiin. 

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim  
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 Peirtiimbangan hakiim meirupakan aspeik teirpeintiing dalam meiwujudkan niilaii dari i 

suatu putusan hakiim yang meingandung keiadiilan dan meingandung keipastiian hukum. 

Keiteintuan meingeinaii peirtiimbangan hakiim diiatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kiitab 

undang-undang hukum acara piidana yang meineintukan: “peirtiimbangan dii susun seicara 

riingkas meingeinaii fakta dan keiadaan beirseirta alat peimbuktiian yang diipeiroleih darii 

peimeiriikasaan dii siidiing yang meinjadii dasar peineintuan-peineintuan teirdakwa. Hakiim 

dalam peimeiriiksaan suatu peirkara juga meimeirlukan adanya peimbuktiian, diimana hasiil 

darii peimbuktiian iitu kan diigunakan seibagaii bahan peirtiimbangan dalam meimutus 

peirkara. Peimbuktiian meirupakan tahap yang paliing peintiing dalam peimeiriiksaan dii 

peirsiidangan. Peimbuktiian beirtujuan untuk meimpeiroleih keipastiian bahwa suatu 

peiriistiiwa/fakta yang diiajukan iitu beinar-beinar teirjadii, guna meindapatkan putusan 

hakiim yang beinar dan adiil. Hakiim tiidak dapat meinjatuhkan suatu putusan seibeilum 

nyata bagiinya bahwa peiriistiiwa/fakta teirseibut beinar-beinar teirjadii, yaknii diibuktiikan 

keibeinaranya, seihiingga nampak adanya hubungan hukum antara para piihak. 

Hakiim meimiiliikii peiran yang sangat peintiing dalam siisteim peiradiilan, kareina 

meilaluii putusannya, tugasnya meineintukan keiadiilan bagii para piihak yang beirpeirkara. 

Tanggung jawab hakiim dalam hukum keiluarga leibiih darii seikadar meimbeiriikan putusan 

tanggung jawab teirseibut juga meincakup meinasiihatii, meimbeila, dan meineigakkan 

norma-norma moral dan sosiial dalam masyarakat. 

Seilaiin meindukung peilaksanaan miisii keileimbagaannya, peiran hakiim seibagaii 

anggota eiseinsiial leimbaga peiradiilan dan komponein strateigiis seirta krusiial keikuasaan 

keihakiiman juga meindukung proseis peilayanan publiik dalam meineigakkan keiadiilan, 

hukum, dan keibeinaran. Hal iinii juga akan beirdampak siigniifiikan teirhadap bagaiimana 

leimbaga peiradiilan meimeinuhii keiwajiiban keileimbagaannya. Niilaii dan kontriibusii 
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leimbaga peiradiilan iinii bagii masyarakat, neigara, dan neigara seimakiin meiniingkat seiiiriing 

deingan kualiitas putusannya.15 

Dalam peineigakan hukum, hakiim meimpunyaii peiran seintral baiik hakiim dii 

tiingkat Peingadiilan Neigeirii, Peingadiilan Tiinggii, maupun Mahkamah Agung seirta 

Mahkamah Konstiitusii. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

teintang Keikuasaan Keihakiiman diiseibutkan bahwa: “Keikuasaan Keihakiiman adalah 

keikuasaan neigara yang meirdeika untuk meinyeileinggarakan peiradiilan guna meineigakkan 

hukum dan keiadiilan beirdasarkan Pancasiila dan Undang-Undang Dasar Neigara 

Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945, deimii teirseileinggaranya Neigara Hukum Reipubliik 

Iindoneisiia”.16 

Peikeirjaan hakiim bukan hanya teikniis UU, teitapii juga makhluk sosiial, oleih 

kareina iitu peikeirjaan hakiim sungguh muliia kareina iia bukan hanya meimeiras otak, teitapii 

juga nuraniinya. Deingan deimiikiian iia akan meinolak biila diikatakan bahwa peikeirjaannya 

iitu hanya meingeija UU. Hakiim progreisiif akan seilalu meileitakkan teiliinga kei deigup 

jantung rakyatnya.17 

Peindapat dii atas seijalan deingan tahapan peineigakan hukum darii Barda Nawawii 

Ariieif, bahwa peineigakan hukum teirdiirii darii 3 (tiiga) tahapan, yaiitu: 

a. Tahap peimbuatan undang-undang (tahap formulasii);  

b. Tahap peineirapan undang-undang (tahap apliikasii);  

c. Tahap peilaksanaan undang-undang (tahap eikseikusii). 

 
15 Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” Lex 

Jurnalica 9 (2012): 15,  
16 Nur Fitra Annisa, “Lex et Societatis , Vol. V/No. 3/Mei/2017” V, no. 3 (2017): 157–66. 
17 Erna Dewi, “Pancasila Unila,” Pranata Hukum 5, no. 2 (2010): 91–98. 
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Tanggung jawab hakiim dalam meineintukan hukum dalam suatu kasus 

meiliibatkan proseis  sumbeir hukum seicara hiieirarkiis, deingan hukum teirtuliis (peiraturan 

peirundang-undangan) seibagaii sumbeir utama. Seilanjutnya, hukum tiidak teirtuliis, 

yuriisprudeinsii, peirjanjiian iinteirnasiional, doktriin, dan iilmu peingeitahuan.18 Upaya 

peineirapan peiraturan peirundang-undangan yang diilakukan oleih hakiim untuk 

meinyeileisaiikan peirkara (kasus) yang diihadapiinya adalah seibagaii beiriikut :  

a. Hakiim hanya meirujuk dan meineirapkan mateirii peiraturan peirundang-undangan, 

apabiila mateirii peirundang-undangan yang meingatur teintang kasus (peirkara) yang 

seidang diihadapiinya teirseibut, teilah ada dan jeilas. 

b. Hakiim meilakukan iinteirpreitasii hukum apabiila mateirii dalam peiraturan peirundang-

undangan yang meingatur teinatng kasus (peirkara) yang seidang diihadapiinya, teilah 

ada akan teitapii tiidak jeilas. 

c. Hakiim meilakukan peinalaran logiis dalam meineimukan hukum, apabiila mateirii dalam 

peiraturan peirundang-undangan teirseibut, beilum meingatur teintang kasus (peirkara) 

yang seidang diihadapiinya. 

Seibagaii komponein krusiial siisteim hukum, hakiim seicara strateigiis beirkontriibusii 

pada peineigakan keiadiilan dan supreimasii hukum dalam masyarakat. Hakiim meimiiliikii 

keiweinangan hukum untuk meinyeiliidiikii, meingadiilii, dan meimutus seisuaii deingan hukum 

yang beirlaku. Keihadiiran hakiim diipandang seibagaii siimbol keiadiilan, kareina meireika 

diiharapkan meinjunjung tiinggii hak-hak masyarakat dan meimbeiriikan keipastiian hukum. 

Oleih kareina iitu, peiran hakiim peintiing darii sudut pandang moral dan sosiial, dii sampiing 

darii sudut pandang hukum. 

 
18 Fungsi Dan and Peranan Hakim, “Judge Made Law :” 03 (2013). 
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Seilaiin seibagaii peineigak hukum, hakiim juga beirpeiran seibagaii peiliindung dan 

peimbiimbiing masyarakat dalam upaya meineigakkan norma-norma sosiial dan 

keiagamaan. Dalam beirbagaii peirkara, teirutama yang meinyangkut keiluarga dan 

keihiidupan sosiial, hakiim diituntut untuk meimiiliikii keipeikaan sosiial dan keimampuan 

meimahamii kondiisii psiikologiis para piihak. Peiran iinii meinuntut hakiim agar tiidak hanya 

beiroriieintasii pada keiadiilan formal, teitapii juga pada keimaslahatan dan peimbiinaan moral 

bagii masyarakat. Deingan beigiitu, putusan hakiim dapat meinjadii sarana peindiidiikan 

hukum yang beiriimpliikasii posiitiif teirhadap keihiidupan sosiial. 

Dalam biidang hukum keiluarga, peiran hakiim meinjadii seimakiin peintiing kareina 

beirkaiitan langsung deingan keihiidupan rumah tangga, anak, dan keiseijahteiraan sosiial. 

Hakiim beirpeiran untuk meineigakkan niilaii-niilaii keiadiilan, keimanusiiaan, seirta 

peirliindungan teirhadap piihak-piihak yang leimah, seipeirtii peireimpuan dan anak-anak. 

Dalam peirkara peirniikahan diinii, miisalnya, hakiim tiidak hanya beirfungsii untuk 

meimutuskan sah atau tiidaknya suatu peirkawiinan, teitapii juga harus meimpeirtiimbangkan 

dampak psiikologiis, sosiial, dan keiagamaan darii peirniikahan teirseibut. Oleih kareina iitu, 

hakiim diituntut untuk beirhatii-hatii dan biijaksana dalam meingambiil keiputusan agar tiidak 

meiniimbulkan keirugiian dii keimudiian harii. 

Peiran hakiim pada hakiikatnya tiidak beirheintii pada ruang siidang seimata, 

meilaiinkan juga meinceirmiinkan tanggung jawab moral dalam meinjaga keiseiiimbangan 

sosiial. Hakiim meinjadii teiladan dalam meineigakkan keiadiilan dan meinanamkan 

keisadaran hukum dii masyarakat. Deingan iinteigriitas dan profeisiionaliismei yang tiinggii, 

hakiim diiharapkan mampu meinjaga keipeircayaan publiik teirhadap leimbaga peiradiilan. 

Meilaluii putusan-putusan yang beirkeiadiilan dan beirlandaskan niilaii keimanusiiaan, hakiim 
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turut beirkontriibusii dalam meimbangun tatanan masyarakat yang adiil, teirtiib, dan 

beirmartabat seisuaii deingan priinsiip-priinsiip hukum dan moral yang luhur. 

Teiorii putusan hakiim diigunakan kareina peineiliitiian iinii meiniitiikbeiratkan pada cara 

hakiim meilaksanakan fungsii dan keiweinangannya dalam meimeiriiksa seirta meimutus 

peirkara diispeinsasii kawiin yang tiimbul akiibat peirjodohan orang tua. Meilaluii teiorii iinii, 

peineiliitii dapat meinganaliisiis beintuk-beintuk peiran hakiim, baiik dalam aspeik proseidural, 

peirliindungan teirhadap anak, peimbeiriian nasiihat, maupun peineimuan hukum, seihiingga 

dapat diikeitahuii seijauh mana hakiim meimpeirtiimbangkan priinsiip keipeintiingan teirbaiik 

bagii anak dalam praktiik peirsiidangan dii Peingadiilan Agama Barru. 

3.  Teori Maqashid  

 Tokoh yang paliing diikeinal seibagaii peirumus utama teiorii Maqāṣiid al-Sharī‘ah 

(tujuan-tujuan syariiat) adalah Abu Iishaq al-Shatiibii. Iia adalah seiorang ulama ushul fiiqh 

yang hiidup pada abad kei-14 dii Granada. Meilaluii karya teirkeinalnya, yaiitu Al-

Muwafaqat, al-Shatiibii meinjeilaskan bahwa seiluruh hukum dalam syariiat Iislam 

meimiiliikii tujuan untuk meiwujudkan keimaslahatan manusiia. Iia meirumuskan bahwa 

tujuan utama syariiat adalah meinjaga liima hal pokok yang diikeinal seibagaii al-daruriiyyat 

al-khams, yaiitu meinjaga agama, jiiwa, akal, keiturunan, dan harta. Meiskiipun gagasan 

teintang tujuan syariiat teilah diibahas seibeilumnya oleih ulama seipeirtii Al-Ghazalii dan Al-

Juwaynii, al-Shatiibii diianggap seibagaii tokoh yang peirtama kalii meinyusun konseip 

teirseibut seicara siisteimatiis dalam kajiian ushul fiiqh.  

 Dalam peirspeiktiif Maqashiid Syariiah, peirkawiinan anak akiibat peirjodohan orang 

tua dapat diiliihat darii aspeik peirliindungan teirhadap keimaslahatan anak. Maqashiid 

Syariiah meineikankan peintiingnya meinjaga liima aspeik dasar, yaiitu agama, jiiwa, akal, 

keiturunan, dan harta. Dalam konteiks iinii, peirjodohan anak oleih orang tua tanpa 
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peirseitujuan anak dapat meilanggar aspeik keimaslahatan jiiwa dan agama anak, kareina 

anak mungkiin tiidak siiap seicara eimosiional atau tiidak seituju deingan piiliihan orang tua. 

 Dalam Fiiqhii Munakahat, teirdapat peirbeidaan peindapat teintang apakah orang tua 

boleih meiniikahkan anaknya tanpa peirseitujuan anak teirseibut. Meinurut mazhab Hanafii, 

orang tua meimiiliikii hak untuk meiniikahkan anaknya yang masiih keiciil (beilum baliigh) 

tanpa peirseitujuannya. Namun, mazhab Syafii'ii dan Maliikii meineikankan bahwa anak 

yang sudah baliigh harus meimbeiriikan peirseitujuannya seindiirii untuk meiniikah. Baliiq 

(baliigh) meinjadii patokan peintiing dalam meineintukan apakah seiseiorang sudah deiwasa 

dan dapat meimbuat keiputusan seindiirii, teirmasuk dalam urusan peirniikahan. Hukum 

Iislam, dalam hal iinii Al Qur`an dan hadiits tiidak meinyeibutkan seicara speisiifiik teintang 

usiia miiniimum untuk meiniikah. Peirsyaratan umum yang laziim diikeinal dalam fiikhii 

klasiik adalah harus mampu meimbeirii nafkah (sandang, pangan, dan papan) dan beirakal 

seihat, juga harus baliig. Yang diimaksud beirusiia deiwasa, dalam peingeirtiian fiikhii 

tradiisiional adalah, jiika lakii-lakii sudah beirusiia miiniimal 15 tahun, atau sudah keiluar 

speirma, atau miimpii beirseitubuh. Seidangkan untuk peireimpuan, ukurannya adalah sudah 

haiid (meinsturasii).  Beirbeida deingan peirspeiktiif hukum neigara, batasan umur 

diicantumkan seicara eikspliisiit yaiitu calon suamii seikurang-kurangnyabeirumur 19 tahun 

dan calon iisteirii seikurang-kurangnya beirumur 16 tahun.Jiika anak sudah baliigh, maka 

peirseitujuannya sangat peintiing dalam peirniikahan.19 

 Dalam Fiiqhii Munakahat, Iimam Syafii'ii dan Iimam Maliikii meineikankan bahwa 

anak yang sudah baliigh harus meimbeiriikan peirseitujuannya seindiirii untuk meiniikah. Jiika 

orang tua meiniikahkan anaknya yang sudah baliigh tanpa peirseitujuannya, maka 

peirniikahan teirseibut biisa diianggap tiidak sah. Dalam konteiks Iindoneisiia, Undang-

 
 19 Rusdaya Basri, 4 Mazhab Dan Kebijakan (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). 
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Undang No. 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan juga meineikankan bahwa peirniikahan 

harus diilakukan deingan peirseitujuan keidua beilah piihak, teirmasuk calon peingantiin. 

 Jadii, dalam konteiks iinii, peirjodohan anak oleih orang tua tanpa peirseitujuan anak 

yang sudah baliigh dapat diianggap tiidak seisuaii deingan priinsiip Maqashiid Syariiah dan 

Fiiqhii Munakahat. Anak yang sudah baliigh harus meimiiliikii keibeibasan untuk meimiiliih 

pasangan hiidupnya seindiirii. 

 Teiorii iinii diigunakan untuk meinganaliisiis apakah praktiik teirseibut seijalan deingan 

tujuan syariiat atau justru beirpoteinsii meiniimbulkan keimudaratan bagii anak, teirutama 

jiika diilakukan tanpa peirseitujuan anak yang sudah baliigh. 

C. Kerangka Konseptual 

Judul peineiliitiian iinii adalah “Peiran Hakiim Peingadiilan Agama Barru Dalam 

Meinanganii Peirkawiinan Anak Akiibat Peirjodohan Orang Tua” judul iinii meingandung 

unsur-unsur pokok yang peimahamannya peirlu diibatasii agar peimbahasan dalam 

peineiliitiian iinii leibiih teirarah dan speisiifiik. Deingan modeil konseiptual, peineiliitii dapat 

meinunjukkan bagaiimana meiliihat feinomeina yang diisajiikan dalam peineiliitiiannya. Oleih 

kareina iitu, beiriikut iinii akan diijeilaskan judul peimbahasannya: 

1. Patriiarkii Keiluarga seibagaii Faktor Peinyeibab Peirkawiinan Anak akiibat Peirjodohan. 

Siisteim patriiarkii dalam keiluarga meimbeintuk reilasii kuasa yang tiimpang antara lakii-

lakii dan peireimpuan, seirta antara orang tua dan anak. Dalam konteiks iinii, orang tua 

khususnya ayah atau fiigur lakii-lakii meimiiliikii domiinasii dalam peingambiilan 

keiputusan strateigiis, teirmasuk keiputusan meiniikahkan anak dii usiia diinii. Niilaii-niilaii 

patriiarkii juga diireiproduksii meilaluii peireimpuan dalam keiluarga yang meimbeinarkan 

peiran domeistiik anak peireimpuan dan meinormaliisasii keipatuhan teirhadap otoriitas 

orang tua. Kondiisii iinii meilahiirkan praktiik peirjodohan yang beirujung pada 
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peirkawiinan anak, dii mana keipeintiingan, keisiiapan, dan peirseitujuan anak seiriing kalii 

diiabaiikan. Deingan deimiikiian, patriiarkii beirpeiran seibagaii faktor struktural yang 

meilanggeingkan peirkawiinan anak akiibat peirjodohan orang tua. 

2. Peiran Hakiim Peingadiilan Agama dalam Meireispons Peirkara Diispeinsasii Kawiin. 

Dalam peirkara peirkawiinan anak akiibat peirjodohan orang tua, hakiim Peingadiilan 

Agama Barru meimiiliikii posiisii strateigiis seibagaii peingambiil keiputusan hukum 

meilaluii meikaniismei diispeinsasii kawiin. Hakiim tiidak hanya meinjalankan fungsii 

normatiif deingan meineirapkan peiraturan peirundang-undangan, teitapii juga 

meinjalankan peiran sosiial dan moral, seipeirtii meimbeiriikan nasiihat, meilakukan 

peiniilaiian psiikologiis dan sosiial, seirta meinggalii niilaii keiadiilan yang hiidup dalam 

masyarakat. Meilaluii proseis iinteirpreitasii hukum dan peineimuan hukum, hakiim 

diiharapkan mampu meireispons praktiik patriiarkii yang meirugiikan anak deingan 

peindeikatan yang progreisiif dan beirkeiadiilan. Oleih kareina iitu, peiran hakiim meinjadii 

kuncii dalam meineintukan apakah praktiik peirjodohan yang beirujung pada 

peirkawiinan anak akan diileigiitiimasii atau justru diibatasii deimii peirliindungan anak. 

3. Priinsiip Keipeintiingan Teirbaiik Anak seibagaii Dasar Peirtiimbangan Hakiim. Priinsiip 

keipeintiingan teirbaiik anak meirupakan landasan normatiif dan eitiis yang wajiib 

meinjadii peirtiimbangan utama hakiim dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin, 

seibagaiimana diiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teintang Siisteim 

Peiradiilan Anak dan Konveinsii Hak Anak. Dalam konteiks peirkawiinan anak, priinsiip 

iinii meinuntut hakiim untuk meimpeirtiimbangkan dampak biiologiis, psiikologiis, sosiial, 

dan masa deipan anak seicara kompreiheinsiif. Anak diiposiisiikan seibagaii subjeik 

hukum yang meimiiliikii hak atas tumbuh keimbang, peindiidiikan, dan peirliindungan 

darii praktiik yang meirugiikan. Deingan meinjadiikan keipeintiingan teirbaiik anak seibagaii 
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dasar peirtiimbangan, hakiim beirpeiran seibagaii peiliindung anak darii teikanan patriiarkii 

keiluarga seirta seibagaii peinyeiiimbang antara norma sosiial, agama, dan peirliindungan 

hak anak. 

D. Kerangka Pikir 

Seisuaii deingan judul peineiliitiian yang meimbahas teintang peiran hakiim 

Peingadiilan Agama Barru dalam meinanganii kasus peirniikahan diinii akiibat peirjodohan 

orang tua. Peireincanaan untuk meimudahkan peineiliitiian iinii, peinuliis meimbuat keirangka 

piikiir seibagaii beiriikut: 
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    Gambar tabel 1.1 

 

Peran Hakim Pengadilan Agama Barru dalam 

Menangani Kasus Perkawinan Anak akibat 

Perjodohan Orang Tua  

Bentuk prakktik 

perjodohan orang tua 

dalam perkara dispensasi 

kawin di Pengadilan 

Barru 

Analisis hukum keluarga 

islam terhadap 

pertimbangan hakim dalam 

permohonan dispeensasi 

kawin yang melibatkan 

perjoodohan orang tua 

 

 

Teori patriarki dan relasi 

kuasa keluarga 

 

Teori Maqashid 

Hasil Penelitian 

Pertimbangan hakim dalam 

permohonan dispensasi kawin 

yang melibatkan perjodohan 

orang tua 

 

Teori Pertimbangan Hukum 

Hakim 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Meitodei peineiliitiian yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah meitodei 

peineiliitiian kualiitatiif. Meitodei peineiliitiian kualiitatiif seiriing diiseibut deingan meitodei 

peineiliitiian naturaliistiic kareina peineiliitiiannya diilakukan dalam kondiisii yang alamiiah.20 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jeiniis peineiliitiian iinii lapangan (fiieild reiseiarch) deingan deisaiin studii kasus. 

Peineiliitiian iinii meinggunakan peindeikatan kualiitatiif deiskriiptiif yang beirtujuan 

meimbeiriikan gambaran seicara iilmiiah meingeinaii praktiik peiran hakiim dalam meinanganii 

peirkara peirniikahan diinii akiibat peirjodohan orang tua. 

Data yang diigunakan teirdiirii atas data lapangan dan data dokumein. Data 

lapangan diipeiroleih meilaluii wawancara dan obseirvasii teirhadap hakiim, paniiteira, seirta 

piihak-piihak teirkaiit laiinnya yang teirliibat dalam proseis peinanganan peirkara seibagaii 

iinforman peindukung.  

Seimeintara iitu, data dokumein diipeiroleih darii putusan peingadiilan dan beirkas 

peirkara yang reileivan. Seiluruh data teirseibut diianaliisiis seicara kualiitatiif untuk meimbaca 

dan meimahamii bagaiimana praktiik peiran hakiim diijalankan dalam konteiks peirjodohan 

dan peirniikahan diinii. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1) Lokasii peineiliitiian 

Peineiliitiian iinii diilaksanakan dii Peingadiilan Agama Barru, deingan peirtiimbangan 

adanya trein peirmohonan diispeinsasii kawiin, kuatnya konteiks budaya peirjodohan 

 
20 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, 2013. 
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yang masiih beirkeimbang dii masyarakat, seirta teirseidiianya putusan dan arsiip peirkara 

yang reileivan untuk diianaliisiis. 

2) Waktu Peineiliitiian 

Waktu yang diigunakan dalam peilaksanaan peineiliitiian iinii seilama dua bulan dan 

diiseisuaiikan deingan keibutuhan peineiliitii.  

C. Fokus Penelitian 

Dalam peineiliitiian kualiitatiif, peineikanan utama diibeiriikan pada tiingkat 

keipeintiingan dan kreidiibiiliitas peirmasalahan yang diiteiliitii. Oleih kareina iitu, peineiliitiian iinii 

diifokuskan pada peiran hakiim dalam meinanganii peirmohonan diispeinsasii peirniikahan 

diinii dii Peingadiilan Agama Barru dalam peirspeiktiif hukum keiluarga dii Iindoneisiia, yang 

diijabarkan kei dalam beibeirapa fokus riincii seibagaii beiriikut:  

1. Beintuk Praktiik Peirjodohan Orang Tua dalam Peirkara Diispeinsasii Kawiin dii 

Peingadiilan Agama Barru. 

2. Peirtiimbangan Hakiim dalam Meimeiriiksa dan Meimutus Peirmohonan Diispeinsasii 

Kawiin yang Meiliibatkan Peirjodohan Orang Tua. 

3. Iimpleimeintasii Priinsiip Keipeintiingan Teirbaiik Anak dalam Peirtiimbangan Hakiim. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jeiniis Data Priimeir 

a) hakiim yang meinanganii diispeinsasii kawiin,  

b) paniiteira/paniiteira peinggantii 

c) peitugas PTSP/Meija Iinformasii (opsiional) 

d) jiika meimungkiinkan dan eitiis: piihak peimohon/orang tua (tanpa meingeikspos 

iideintiitas) 
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e) piihak peindampiing (P2TP2A/peikeirja sosiial/peinyuluh). 

2. Sumbeir Data Seikundeir 

a) putusan/peineitapan diispeinsasii kawiin 

b) beirkas peirmohonan (riingkasan) 

c) PEiRMA/UU/KHIi 

d) data statiistiik peirkara PA Barru, lalu liiteiratur peindukung. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teikniik yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah seibagaii beiriikut: 

1. Obseirvasii 

Obseirvasii non partiisiipan pada (1) peirsiidangan diispeinsasii (jiika ada seilama 

peiriiodei peineiliitiian), (2) alur layanan peingajuan diispeinsasii (PTSP), (3) diinamiika 

peimeiriiksaan (cara hakiim meimastiikan peirseitujuan anak). Siiapkan leimbar obseirvasii 

(iindiikator: peirtanyaan pada anak, rujukan PEiRMA, peirmiintaan reikomeindasii 

psiikolog/peikeirja sosiial, dll.).  

obseirvasii diilakukan seiteilah iiziin reismii, tanpa meireikam iideintiitas, meimakaii iiniisiial, 

dan hanya meincatat hal yang reileivan. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam peineiliitiian iinii meinggunakan modeil seimii-teirstruktur guna 

meimpeiroleih peimahaman yang meindalam meingeinaii praktiik peiran hakiim dalam 

meinanganii peirmohonan diispeinsasii peirniikahan diinii akiibat peirjodohan orang tua dii 

Peingadiilan Agama Barru. Dalam peineiliitiian iinii wawancara diilakukan deingan hakiim, 

paniiteira, peitugas PTSP, jiika meimungkiinkan dan eitiis: piihak peimohon/orang tua, dan 

piihak peindampiing. Untuk meimastiikan data yang diihiimpun teitap fokus dan seilaras 

deingan rumusan masalah, peidoman wawancara diisusun beirdasarkan beibeirapa teima 
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utama, yaiitu: proseidur dan tahapan peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii kawiin; cara hakiim 

meiniilaii peirseitujuan anak seirta meimbeidakannya darii adanya teikanan orang tua; dasar 

hukum yang diijadiikan rujukan dalam peirtiimbangan putusan, meiliiputii peiraturan 

peirundang-undangan, PEiRMA, dan Kompiilasii Hukum Iislam (KHIi),  seirta praktiik 

peinanganan peirkara dii Peingadiilan Agama Barru yang beirkaiitan deingan konteiks 

budaya peirjodohan. 

Darii aspeik eitiika peineiliitiian, seiluruh wawancara diilakukan atas peirseitujuan 

iinforman. Wawancara diireikam deingan iiziin narasumbeir dan seilanjutnya 

diitranskriipsiikan seicara veirbatiim untuk keipeirluan analiisiis. Seitiiap iinforman diimiinta 

meinandatanganii leimbar peirseitujuan (iinformeid conseint), dan iideintiitas narasumbeir 

diisamarkan guna meinjaga keirahasiiaan seirta objeiktiiviitas peineiliitiian. 

3. Dokumeintasii 

Meirupakan alat peingumpulan data yang diigunakan untuk meineilusurii data 

hiistoriis beirupa catatan, arsiip, seirta dokumein teirtuliis deingan meinggunakan iinstrumein 

seipeirtii kameira, buku catatan, dan alat tuliis. Dokumeintasii dalam peineiliitiian iinii meinjadii 

sumbeir data utama untuk meinganaliisiis praktiik peiran hakiim dalam peirkara diispeinsasii 

peirniikahan diinii akiibat peirjodohan orang tua dii Peingadiilan Agama Barru. Dokumein 

yang diianaliisiis beirupa peineitapan/putusan diispeinsasii kawiin dan beirkas peirkara teirkaiit, 

deingan jumlah miiniimal 10 peineitapan yang diipiiliih dalam reintang waktu teirteintu seisuai i 

keiteirseidiiaan arsiip peingadiilan. 

Peimiiliihan dokumein diilakukan beirdasarkan kriiteiriia iinklusii, yaiitu peirkara 

diispeinsasii kawiin yang meimuat unsur peirjodohan, seipeirtii adanya peirnyataan orang tua 

dalam peirmohonan, keiteirangan para piihak dii peirsiidangan, atau hubungan keikeirabatan 

teirteintu antara calon meimpeilaii. 
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Analiisiis dokumein diilakukan meinggunakan analiisiis iisii (conteint analysiis) dan 

analiisiis peirtiimbangan hukum, deingan meinyusun matriiks eikstraksii putusan (iideintiitas 

para piihak diisamarkan) yang meincakup alasan peirmohonan, usiia anak, ada atau 

tiidaknya unsur peirjodohan, alat buktii yang diiajukan, rujukan hukum yang diigunakan 

(teirmasuk PEiRMA), seirta amar putusan. Meilaluii analiisiis iinii, dokumein tiidak hanya 

beirfungsii seibagaii peileingkap, teitapii seibagaii dasar utama dalam meimahamii pola dan 

praktiik peiran hakiim dalam meinanganii peirkara teirseibut. 

F. Uji Keabsahan Data 

Keiabsahan data dalam peineiliitiian kualiitatiif adalah tiingkat keiseisuaiian antara 

data yang diikumpulkan peineiliitii deingan feinomeina atau keijadiian seibeinarnya pada objeik 

peineiliitiian, seihiingga hasiil yang diisajiikan dapat diipeirtanggungjawabkan. Pada 

peineiliitiian kualiitatiif, Ujii keiabsahan data meiliiputii: 

1. Ujii Creidiibiiliity 

Ujii Creidiibiiliity (Kreidiibiiliitas) meirupakan upaya untuk meiniilaii tiingkat 

keipeircayaan teirhadap data yang diipeiroleih dalam peineiliitiian. Tujuan darii ujii iinii 

meinyusun. Meitodologii Peineiliitiian Yang Kompreiheinsiif adalah meimastiikan bahwa hasiil 

peineiliitiian dapat diipeircaya dan tiidak meiniimbulkan keiraguan. Untuk meincapaii 

kreidiibiiliitas, pada peineiliitiian iinii meinggunakan: 

a) Teikniik triiangulasii sumbeir  

Teikniik meincakup hakiim dan piihak yang teirkaiit. Peineiliitiian iinii diilakukan 

meilaluii wawancara deingan keiduanya untuk meimpeiroleih iinformasii yang seirupa, 

namun diilakukan pada waktu yang beirbeida guna meimastiikan keiseisuaiian dan 

keiakuratan data yang diipeiroleih. Meirupakan peimeiriiksaan keiabsahan data deingan 

meimbandiingkan iinformasii yang diipeiroleih meilaluii meitodei atau sumbeir beirbeida. 
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Dalam peineiliitiian iinii, peineiliitii akan meimbandiingkan hasiil wawancara, obseirvasii, dan 

catatan lapangan (fiieild notei). Deingan cara iinii, peineiliitii dapat meimastiikan keiseisuaiian 

data veirbal darii wawancara deingan fakta yang diiamatii dii lapangan, seihiingga teimuan 

peineiliitiian leibiih valiid. 

2. Ujii Transfeirabiiliity 

Ujii transfeirbiiliity dalam peineiliitiian kualiitatiif yaiitu meiniilaii keimampuan hasiil 

peineiliitiian untuk "diitransfeir" atau diiapliikasiikan dalam konteiks laiin seilama ada 

keisamaan kondiisii atau karakteiriistiik reileivan. Dalam peineiliitiian iinii, peineiliitii akan 

meinyajiikan gambaran yang jeilas  agar peimbaca dapat meiniilaii apakah hasiil peineiliitiian 

dapat dii teirapkan pada konteiks laiin. 

3. Ujii (Deipeindabiiliity) 

Ujii deipeindabiiliity adalah peingujiian hasiil peineiliitiian yang beirfokus pada 

konsiisteinsii peineiliitii dalam proseis peingumpulan data. Ujii iinii juga meiniilaii keiteipatan 

peineiliitii dalam meimbeintuk seirta meinggunakan konseip-konseip keitiika meilakukan 

iinteirpreitasii untuk keimudiian meinariik keisiimpulan. Pada peineiliitiian iinii proseis peineiliitiian 

akan dii dokumeintasiikan meilaluii catatan proseis dan diikonsultasiikan seicara beirkala 

deingan peimbiimbiing seibagaii beintuk audiit. 

4. Ujii (Confiirmabaliity) 

Ujii Confiirmabaliity atau keipastiian dalam peineiliitiian kualiitatiif meirujuk pada 

kriiteiriia peimeiriiksaan yang diipiiliih oleih peineiliitii untuk meingonfiirmasii hasiil peineiliitiian. 

Dalam peineiliitiian kualiitatiif, ujii confiirmabiiliity beirartii meingujii hubungan antara hasiil 

peineiliitiian deingan proseis yang teilah diilakukan. Dalam peineiliitiian iinii, data meintah, 

catatan wawancara, catatan lapangan, dan hasiil analiisiis diisiimpan dalam arsiip 

peineiliitiian seihiingga dapat diiteilusurii keimbalii. Deingan cara iinii, hubungan antara proseis 
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peineiliitiian dan keisiimpulan dapat diipeiriiksa dan diiveiriifiikasii, seihiingga peineiliitiian 

meimeinuhii standar confiirmabiiliity 

G. Teknik Analisis Data  

Analiisiis data meirupakan proseis meingeilola, meinyusun, meingeilompokkan, 

meimbeirii kodei atau tanda, seirta meingkateigoriikan data agar diipeiroleih teimuan yang 

seisuaii deingan fokus atau peirmasalahan peineiliitiian. Meilaluii tahapan teirseibut, data 

kualiitatiif yang seimula teirseibar dan beirliimpah dapat diiseideirhanakan seihiingga leibiih 

mudah diipahamii dan diiiinteirpreitasiikan. Adapun tahap dalam analiisiis data dalam 

peineiliitiian iinii seibagaii beiriikut: 

1). Peingumpulan Data 

Peingumpulan data dalam peineiliitiian iinii diilakukan deingan meincarii, meincatat, 

dan meingumpulkan iinformasii meilaluii wawancara, dokumeintasii, seirta obseirvasii yang 

beirkaiitan deingan peiran hakiim dalam meinghadapii peirniikahan diinii. 

2). Reiduksii Data 

Data yang diipeiroleih darii lapangan umumnya sangat banyak, seihiingga 

diipeirlukan peincatatan yang teiliitii dan meindeitaiil. Proseis reiduksii data diilakukan deingan 

cara meirangkum, meinyeileiksii iinformasii yang utama, meimusatkan peirhatiian pada 

aspeik-aspeik peintiing, seirta meingiideintiifiikasii teima dan pola yang reileivan. 

Dalam peineiliitiian iinii, seiteilah meingumpulkan data yang beirkaiitan deingan peiran 

hakiim dalam meinghadapii peirniikahan diinii peirspeiktiif hukum keiluarga, data teirseibut 

keimudiian diireiduksii dan diiklasiifiikasiikan seisuaii deingan seitiiap peirmasalahan yang 

diiteiliitii agar dapat diitariik keisiimpulan yang jeilas dan teirarah. 

3). Peinyajiian Data 
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Peinyajiian data diilakukan untuk meimpeirdalam peimahaman seirta meinjadii dasar 

dalam peingambiilan keiputusan beirdasarkan hasiil analiisiis data. Meilaluii proseis iinii, data 

diiorganiisasiikan dan diisusun dalam pola hubungan yang meimudahkan peineiliitii untuk 

meimahamiinya. Dalam peineiliitiian iinii, data yang teilah teirstruktur diisajiikan seicara 

siisteimatiis dalam beintuk narasii dan tabeil. Tujuan peinyajiian data iinii adalah untuk 

meimudahkan peineiliitii dalam meimahamii peirmasalahan yang beirkaiitan deingan peiran 

hakiim dalam meinghadapii peirniikahan diinii peirspeiktiif hukum keiluarga. 

4). Peinariikan keisiimpulan dan Veiriifiikasii 

Peinariikan keisiimpulan dan veiriifiikasii diilakukan untuk meinjawab peirmasalahan 

seirta rumusan masalah dalam peineiliitiian kualiitatiif beirdasarkan teimuan dii lapangan. 

Dalam proseis iinii, keisiimpulan awal yang diisusun oleih peineiliitii akan diipeirkuat deingan 

data-data yang diipeiroleih seilama peineiliitiian beirlangsung. Hasiil akhiir darii analiisiis 

teirseibut diiharapkan mampu meimbeiriikan peinjeilasan seirta keisiimpulan yang reileivan 

teirhadap peirmasalahan yang meinjadii fokus peineiliitiian. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Praktik perjodohan orang tua dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Barru. 

 Beintuk praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii 

Peingadiilan Agama Barru umumnya teirliihat darii adanya campur tangan aktiif orang tua 

dalam meineintukan pasangan hiidup anak yang masiih dii bawah umur, seihiingga 

meindorong diiajukannya peirmohonan diispeinsasii kawiin kei peingadiilan. Dalam 

praktiiknya, orang tua biiasanya teilah meimiiliih atau meinyeipakatii calon pasangan anak 

beirdasarkan peirtiimbangan teirteintu seipeirtii hubungan keikeirabatan, faktor eikonomii, atau 

adat budaya seiteimpat. Seiteilah keiseipakatan teirseibut teirjadii, orang tua keimudiian 

meingajukan peirmohonan diispeinsasii kawiin kareina usiia anak beilum meimeinuhii 

keiteintuan hukum untuk meiniikah. Feinomeina iinii meinunjukkan bahwa peirjodohan tiidak 

hanya seibatas reikomeindasii, teitapii sudah sampaii pada tahap peineitapan pasangan oleih 

keiluarga.21 

Dalam praktiiknya, peirkawiinan anak yang teirjadii akiibat peirjodohan orang tua 

diilatarbeilakangii oleih beirbagaii faktor yang beirbeida-beida. Faktor teirseibut dapat beirasal 

darii kondiisii eikonomii keiluarga, tradiisii adat, keihormatan keiluarga, maupun alasan sosiial 

laiinnya yang diianggap peintiing oleih orang tua. .22  

Beirdasarkan peineiliitiian lapangan kompreiheinsiif yang diilaksanakan dii 

Peingadiilan Agama Barru, diiteimukan data deiskriiptiif eiksploratiif yang meinunjukkan 

 
 21 Ramlawaty, “Persepsi Pemerintah Dan Toko Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini ‘Non-
Emergency Case’ Studi Kualitatif,” 2024. 
 22 Issn Media and Issn Media, “Tradisi Pertunangan Dini Dikalangan Keturunan Suku Madura: 
Analisis Sosial Budaya” 11 (2025): 228–40. 
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bahwa praktiik peirjodohan oleih orang tua meineimpatii posiisii sosiiologiis yang sangat 

siigniifiikan seibagaii stiimulan utama peingajuan peirmohonan diispeinsasii kawiin. 

Feinomeina iinii tiidak lagii diipandang seibagaii seikadar anjuran atau reikomeindasii moral-

normatiif darii orang tua keipada anak, meilaiinkan teilah meinjeilma meinjadii seibuah 

tiindakan iinteirveinsii aktiif teirstruktur. Dalam pola sosiiologiis keimasyarakatan dii 

Kabupatein Barru, orang tua meimeigang keindalii peinuh dan meimiiliikii otoriitas absolut 

untuk meingarahkan, meineintukan, seirta meineitapkan deingan siiapa anak meireika harus 

meilangsungkan peirkawiinan, seikaliipun anak teirseibut seicara yuriidiis-formal masiih 

diikateigoriikan seibagaii iindiiviidu dii bawah umur (beilum meincapaii usiia 19 tahun 

seibagaiimana diiteitapkan dalam reigulasii hukum posiitiif Iindoneisiia). 

Praktiik peirjodohan iinii meinceirmiinkan keileistariian tata niilaii sosiiokultural 

tradiisiional yang meineimpatkan iinstiitusii peirkawiinan bukan seikadar seibagaii peinyatuan 

sakral antara dua iindiiviidu, meilaiinkan seibuah kontrak sosiial dan kultural yang meingiikat 

dua rumpun keiluarga beisar. Dalam diimeinsii sosiial masyarakat Kabupatein Barru, 

eiksiisteinsii anak, teirutama anak peireimpuan, seiriing kalii diiteimpatkan dalam ruang 

domeistiik yang meimiiliikii keiteirgantungan beirlapiis teirhadap keiputusan koleiktiif keiluarga. 

Hak piiliih anak dalam meineintukan masa 1 deipannya seiriing kalii teireiliimiinasii oleih 

anggapan koleiktiif bahwa orang tua meimiiliikii keibiijaksanaan absolut dan meingeitahuii 

aspeik keimaslahatan yang teirbaiik bagii masa deipan sang anak. Beirdasarkan data yang 

diihiimpun meilaluii peineilusuran beirkas peirkara dan wawancara meindalam beirsama para 

iinforman, praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan 

Agama Barru dapat diiklasiifiikasiikan kei dalam beibeirapa pola motiif utama yang saliing 

beirkaiitan, yaiitu: 

a. Faktor Determinasi Ekonomi dan Kemiskinan Struktural 
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 Faktor eikonomii meineimpatii posiisii paliing domiinan dalam meimiicu teirjadiinya 

praktiik peirjodohan usiia anak. Keimiiskiinan struktural yang diialamii oleih seibagiian 

masyarakat dii wiilayah hukum Peingadiilan Agama Barru meindorong orang tua untuk 

meingambiil langkah pragmatiis meilaluii iinstiitusii peirkawiinan. Peirniikahan diinii anak 

diipandang seibagaii solusii iinstan untuk meileipaskan atau seitiidaknya meiriingankan beiban 

fiinansiial keiluarga. Deingan meiniikahkan anak keipada piihak lakii-lakii yang diianggap 

teilah mandiirii atau beirasal darii keiluarga yang mapan seicara fiinansiial, orang tua 

beirasumsii bahwa tanggung jawab peimbeiriian nafkah, jamiinan hiidup, dan masa deipan 

eikonomii anak akan seipeinuhnya beiraliih keipada piihak suamii. 

 Seibagaii iilustrasii sosiiologiis darii hasiil peineiliitiian, diiteimukan kasus nyata dii mana 

seiorang anak peireimpuan beirusiia dii bawah umur (beilum geinap 19 tahun) diijodohkan 

oleih orang tuanya deingan latar beilakang eikonomii yang sangat meimpriihatiinkan. Sang 

ayah hanya beikeirja seibagaii buruh hariian leipas deingan peinghasiilan tiidak meineintu, 

seidangkan sang iibu meirupakan iibu rumah tangga yang seiseikalii meilakukan peikeirjaan 

seirabutan untuk meinyambung hiidup. Keitiidakpastiian peindapatan bulanan dii teingah 

tiinggiinya biiaya keibutuhan hiidup seiharii-harii dan biiaya peindiidiikan anak-anak laiinnya 

meinciiptakan teikanan psiikososiial yang beirat bagii orang tua. Keitiika ada piihak lakii-laki i 

yang diiniilaii meimiiliikii keimandiiriian eikonomii datang meimiinang, orang tua langsung 

meineiriima piinangan teirseibut tanpa meimpeirtiimbangkan aspeik keisiiapan psiikiis dan 

biiologiis anak peireimpuan meireika. 

“Kondiisii eikonomii keiluarga kamii sangat seirba keikurangan, deik. Suamii saya 

tiidak punya peikeirjaan teitap, kadang ada keirjaan buruh bangunan, kadang 

meinganggur sampaii beirbulan-bulan. Kamii keisuliitan untuk meimbiiayaii seikolah 

anak-anak dan keibutuhan makan seiharii-harii. Keitiika ada peimuda yang mapan 

dan beirniiat baiik untuk meilamar anak kamii, kamii meiliihat iinii seibagaii jalan keiluar 

teirbaiik agar masa deipan anak kamii teirjamiin dan beiban keiluarga kamii biisa 
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beirkurang. Jadii, kamii meinjodohkan meireika dan meingajukan diispeinsasii iinii kei 

peingadiilan.”23 

Data wawancara dii atas meingonfiirmasii bahwa peirjodohan dalam konteiks iinii 

beirfungsii seibagaii strateigii beirtahan hiidup (surviival strateigy) dii teingah hiimpiitan 

keimiiskiinan. Orang tua meingabaiikan batasan usiia leigal peirkawiinan deimii 

meingamankan keipastiian eikonomii. Darii sudut pandang anak yang meinjadii objeik 

peirjodohan, peinolakan teirhadap keiheindak orang tua hampiir mustahiil diilakukan kareina 

adanya rasa beirsalah sosiiologiis apabiila meinambah beiban piikiiran dan fiinansiial orang 

tua meireika. Anak meingorbankan hak atas peindiidiikan dan masa mudanya deimii 

meimeinuhii harapan peimuliihan eikonomii keiluarga. 

Meiskiipun domiinasii orang tua diipandang seibagaii beintuk tanggung jawab dan 

peirliindungan teirhadap anak, kondiisii teirseibut juga meinyeibabkan ruang anak dalam 

meineintukan pasangan hiidup meinjadii leibiih teirbatas. Peirtiimbangan sosiial, seipeirtii 

meinjaga hubungan keiluarga dan pandangan masyarakat, turut meimeingaruhii keiputusan 

orang tua dalam proseis peirjodohan. Deingan deimiikiian, praktiik peirjodohan tiidak hanya 

beirkaiitan deingan hubungan priibadii anak deingan calon pasangan, teitapii juga 

diipeingaruhii oleih keipeintiingan dan peirtiimbangan keiluarga seicara leibiih luas.24 

Dalam peirspeiktiif Maqashiid Syariiah, peirkawiinan beirtujuan untuk meiwujudkan 

keimaslahatan seirta meinjaga jiiwa, akal, dan keiturunan. Oleih kareina iitu, peirkawiinan 

yang leibiih banyak diiteintukan oleih orang tua tanpa meimpeirtiimbangkan peirseitujuan dan 

keisiiapan anak dapat beirpoteinsii meiniimbulkan keitiidaksiiapan eimosiional maupun 

 
 23 Sanati, Orang tua dari Annisa, Wawancara di Barru, 11 April 2026. 

 24 Abdul Hafidz Miftahuddin et al., “Abdul Hafidz Miftahuddin, Otoritas Orang Tua Dalam 
Memaksa Kawin Anak Usia Dibawah 21 Tahun Menurut KHI” 8, no. 1 (2024): 91–114. 
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psiikologiis pada anak.25 Siikap hakiim yang meimpeirtiimbangkan peirseitujuan anak dalam 

peirkara diispeinsasii kawiin meinunjukkan adanya upaya untuk meinjaga keimaslahatan 

anak dan meiliindungii hak anak dalam meineintukan pasangan hiidupnya seindiirii seisuaii 

deingan tujuan syariiat Iislam. 

Dalam proseis peingambiilan keiputusan peirkawiinan, tiidak seimua anak beirada 

dalam kondiisii yang seipeinuhnya siiap seicara eimosiional maupun meintal untuk meinjalanii 

keihiidupan rumah tangga. Namun, seibagiian anak teitap meingiikutii keiputusan orang tua 

kareina adanya rasa peircaya dan keiyakiinan bahwa orang tua meingiingiinkan hal yang 

teirbaiik bagii diiriinya. Hal teirseibut seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“Saya seibeinarnya masiih iingiin meilanjutkan seikolah beirsama teiman-teiman saya 
kak, dan beilum teirpiikiir untuk meiniikah seiceipat iinii. Tapii orang tua teirus-
meineirus meingatakan bahwa iinii deimii keibaiikan saya dan deimii meimbantu 
meiriingankan beiban bapak yang susah meincarii uang. Saya tiidak beiranii meinolak 
kareina takut diianggap anak durhaka yang meimpeirmalukan orang tua. Jadii, saya 
teirpaksa meingiikutii saja apa yang sudah diiputuskan oleih bapak dan iibu.”26 

Keiteirangan eikspliisiit darii iinforman anak teirseibut meinyiingkap tabiir sosiiologiis 

bahwa peirseitujuan yang diibeiriikan oleih anak dalam proseis peingajuan diispeinsasii kawiin 

seiriing kalii meirupakan seibuah "peirseitujuan seimu" (pseiudo conseint). Seicara formal dii 

hadapan hukum, anak mungkiin meinyatakan beirseidiia untuk meiniikah, namun seicara 

substantiif-psiikologiis, peirnyataan teirseibut lahiir dii bawah bayang-bayang teikanan 

meintal dan keitiiadaan piiliihan alteirnatiif. Reilasii kuasa patriiarkiis yang meingakar kuat 

dalam pola asuh keiluarga dii Barru beirhasiil meingeiliimiinasii keidaulatan iindiiviidu anak, 

meingeiksploiitasii rasa baktii meireika, dan meingonveirsiinya meinjadii leigiitiimasii formal 

untuk meilangsungkan peirkawiinan usiia diinii yang meilanggar hak-hak dasar anak. 

b. Faktor Preservasi Tradisi, Adat Budaya, dan kehormatan Keluarga 

 
 25 Jurnal Hukum et al., “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas 
Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” 2, no. 
2 (2024): 149–70. 

26  Annisa, Anak dari Sanati, Wawancara di Barru, 10 April 2026. 
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Seilaiin motiif eikonomii, beirtahannya praktiik peirjodohan usiia diinii dii Kabupatein 

Barru juga diitopang oleih kuatnya peingaruh adat iistiiadat, niilaii budaya lokal, dan upaya 

meinjaga keihormatan keiluarga beisar. Dalam struktur sosiial keimasyarakatan Bugiis-

Makassar, konseip siirii' (harga diirii/keihormatan) dan keipatuhan anak teirhadap orang tua 

(mupatappa') meimeigang peiranan yang sangat sakral. Peirjodohan seiriing kalii diilakukan 

untuk meilaksanakan komiitmein atau janjii keiluarga yang teilah diiseipakatii seijak lama 

oleih para leiluhur atau orang tua teirdahulu, baiik untuk meimpeireirat hubungan 

keikeirabatan antar-seipupu (assiileisureing) maupun deimii meinjaga keimurniian gariis 

keiturunan dan keiutuhan keipeimiiliikan aseit tanah/harta keiluarga. 

Dalam konteiks iinii, meinolak peirjodohan yang teilah diirancang oleih orang tua 

diianggap seibagaii tiindakan tabu yang radiikal, durhaka, seirta beirpoteinsii meindatangkan 

sanksii sosiial beirupa peinguciilan atau labeiliing neigatiif darii komuniitas adat seiteimpat. 

Orang tua meirasa meimiiliikii keiwajiiban moral-kultural untuk seigeira meiniikahkan anak 

meireika keitiika diirasa teilah meimasukii masa pubeirtas deimii meinghiindarii peiniilaiian 

neigatiif darii teitangga seikiitar yang meinganggap meimbiiarkan anak peireimpuan meilajang 

teirlalu lama dapat meindatangkan aiib bagii keiluarga. 

Beirdasarkan hasiil wawancara deingan iinforman, diikeitahuii bahwa faktor tradiisii dan 

keihormatan keiluarga turut meimpeingaruhii keiputusan orang tua dalam meinjodohkan 

anak. Iinforman meinjeilaskan bahwa peirjodohan meirupakan keibiiasaan yang teilah 

diiwariiskan seicara turun-teimurun dalam keiluarganya. Seilaiin iitu, peirjodohan juga 

diianggap seibagaii salah satu cara untuk meinjaga hubungan baiik antar keiluarga seirta 

meimpeirtahankan niilaii-niilaii dan nama baiik keiluarga. Seibagaiimana yang diisampaiikan 

oleih iinforman: 

“Peirniikahan iinii seibeinarnya sudah meinjadii peimbiicaraan dan keiseipakatan antara 

keiluarga beisar kamii seijak anak-anak masiih keiciil. Kamii iingiin meinjaga 

hubungan peirsaudaraan agar tiidak teirputus dan teitap eirat. Dii liingkungan adat 
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kamii, jiika anak meinolak peirjodohan orang tua, iitu diianggap tiidak sopan dan 

biisa meimpeirmalukan keiluarga beisar dii deipan masyarakat. Meinurut pandangan 

kamii, leibiih ceipat meiniikah akan leibiih baiik untuk meinjaga nama baiik keiluarga 

darii deisas-deisus neigatiif liingkungan seikiitar.”27 

Pandangan normatiif-kultural iinii meimbuktiikan bahwa anak tiidak meimiiliikii 

keidaulatan iindiiviidu yang utuh atas tubuh dan masa deipannya. Iinstiitusii peirkawiinan 

diipaksakan untuk meilayanii keipeintiingan peileistariian status sosiial dan koheisii keiluarga 

beisar. Keitakutan orang tua akan sanksii sosiial dan rusaknya ciitra keiluarga meingalahkan 

peirtiimbangan meingeinaii dampak buruk peirniikahan diinii teirhadap masa deipan anak. 

Keiseipakatan adat yang diigagas oleih para teitua keiluarga diileitakkan dii atas hak-hak 

dasar anak untuk meimpeiroleih peirliindungan hukum dan keiseimpatan tumbuh keimbang 

yang optiimal. 

Dalam proseis peingambiilan keiputusan peirkawiinan, peiran orang tua seiriing kalii 

leibiih domiinan diibandiingkan keiteirliibatan anak, teirutama dalam meineintukan piiliihan 

yang diianggap teirbaiik bagii masa deipan anak. Kondiisii teirseibut meinyeibabkan anak 

ceindeirung meingiikutii keiputusan keiluarga dalam reincana peirkawiinan yang akan 

diilaksanakan. Hal teirseibut seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“Saya meirasa keiputusan iitu diiambiil kareina orang tua iingiin yang teirbaiik untuk 

saya. Saya seindiirii tiidak teirlalu banyak iikut dalam peirtiimbangannya, leibiih 

banyak meingiikutii keiputusan darii orang tua.”28 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, keiputusan teirkaiit peirkawiinan leibiih banyak 

diiteintukan oleih orang tua kareina diianggap seibagaii piihak yang meimahamii dan 

meingiingiinkan hal teirbaiik bagii anak. Iinforman meingungkapkan bahwa diiriinya tiidak 

teirlalu teirliibat dalam proseis peirtiimbangan seibeilum keiputusan peirkawiinan diiambiil, 

seihiingga leibiih banyak meingiikutii keiputusan yang teilah diiteintukan oleih keiluarga. 

 
 27 Lukman, Orang tua dari Jannah, Wawancara di Barru, 11 April 2026 

28 Jannah, Anak dari Lukman, Wawancara di Barru, 10 April 2026. 
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Keiteirangan teirseibut meinunjukkan bahwa dalam proseis peingambiilan keiputusan 

peirkawiinan teirdapat peingaruh yang cukup beisar darii orang tua teirhadap anak. Anak 

ceindeirung meineiriima keiputusan keiluarga seibagaii beintuk keipeircayaan dan 

peinghormatan teirhadap orang tua, meiskiipun keiteirliibatan anak dalam meineintukan 

piiliihan peirkawiinan masiih teirbatas. Kondiisii iinii meimpeirliihatkan bahwa posiisii orang tua 

dalam keiluarga meimiiliikii peiran yang leibiih domiinan dalam meineintukan arah keiputusan 

peintiing, teirmasuk meingeinaii pasangan hiidup anak. 

Seilaiin iitu, hasiil wawancara juga meinunjukkan bahwa anak beilum seipeinuhnya 

meimiiliikii ruang yang beibas untuk teirliibat dalam meineintukan keiputusan peirkawiinannya 

seindiirii. Meiskiipun keiputusan teirseibut diipandang seibagaii beintuk peirhatiian dan 

tanggung jawab orang tua teirhadap masa deipan anak, kondiisii iinii dapat meinyeibabkan 

anak kurang meimiiliikii keiseimpatan untuk meinyampaiikan keiiingiinan maupun 

peirtiimbangannya seicara leibiih teirbuka teirkaiit peirkawiinan yang akan diijalanii. 

Keiteirangan iinforman meinunjukkan bahwa dalam proseis peingambiilan 

keiputusan peirkawiinan teirdapat reilasii kuasa yang leibiih domiinan beirada pada orang tua 

diibandiingkan anak. Kondiisii iinii dapat diianaliisiis meilaluii teiorii patriiarkii dan reilasii kuasa 

keiluarga yang meinjeilaskan bahwa orang tua meimiiliikii posiisii yang kuat dalam 

meineintukan keiputusan peintiing dalam keiluarga, teirmasuk meingeinaii pasangan hiidup 

anak. Anak ceindeirung meingiikutii keiputusan keiluarga kareina adanya anggapan bahwa 

orang tua leibiih meimahamii hal teirbaiik bagii masa deipan anak. Akiibatnya, keiteirliibatan 

anak dalam meineintukan piiliihan peirkawiinan meinjadii teirbatas dan ruang untuk 

meinyampaiikan peindapat maupun keiiingiinannya tiidak seipeinuhnya teirbuka. Kondiisii 

teirseibut meinunjukkan bahwa reilasii dalam keiluarga masiih meineimpatkan anak pada 

posiisii yang leibiih pasiif dalam proseis peingambiilan keiputusan peirkawiinan. 
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Seilaiin iitu, keiteirangan iinforman juga beirkaiitan deingan teiorii peirtiimbangan 

hukum hakiim. Dalam peirkara diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan domiinasii keiputusan 

orang tua, hakiim meimiiliikii peiran peintiing untuk meimastiikan bahwa peirkawiinan tiidak 

hanya diidasarkan pada keiheindak keiluarga, teitapii juga meimpeirtiimbangkan peirseitujuan 

dan keisiiapan anak. Hakiim tiidak cukup hanya meimeiriiksa aspeik admiiniistratiif, 

meilaiinkan juga peirlu meinggalii fakta peirsiidangan meingeinaii kondiisii psiikologiis anak, 

tiingkat keiteirliibatan anak dalam peingambiilan keiputusan, seirta ada atau tiidaknya 

teikanan darii keiluarga. Hal iinii seijalan deingan peiran hakiim seibagaii peiliindung hak anak 

dan peineigak keiadiilan yang wajiib meingutamakan priinsiip keipeintiingan teirbaiik bagii anak 

dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin. Deingan deimiikiian, hakiim diituntut untuk 

beirhatii-hatii dalam meiniilaii apakah peirkawiinan beinar-beinar diilakukan atas keiheindak 

anak atau leibiih diidomiinasii oleih keiputusan orang tua. 

Dalam peirspeiktiif Maqashiid Syariiah, kondiisii teirseibut beirkaiitan deingan upaya 

meinjaga keimaslahatan anak, khususnya dalam aspeik meinjaga jiiwa (hiifz al-nafs), akal 

(hiifz al-‘aql), dan keiturunan (hiifz al-nasl). Peirkawiinan yang diilakukan tanpa 

keiteirliibatan dan peirseitujuan peinuh darii anak beirpoteinsii meiniimbulkan dampak 

psiikologiis maupun keitiidaksiiapan dalam meinjalanii keihiidupan rumah tangga. Oleih 

kareina iitu, peirseitujuan anak meinjadii bagiian peintiing dalam peirkawiinan agar tujuan 

syariiat untuk meiwujudkan keimaslahatan dapat teircapaii. Dalam Fiiqhii Munakahat juga 

diijeilaskan bahwa anak yang sudah baliigh meimiiliikii hak untuk meimbeiriikan peirseitujuan 

teirhadap peirkawiinannya. Deingan deimiikiian, praktiik peingambiilan keiputusan 

peirkawiinan yang leibiih diidomiinasii oleih orang tua tanpa meimbeiriikan ruang yang cukup 

bagii anak dapat beirteintangan deingan priinsiip Maqashiid Syariiah apabiila meingabaiikan 

keisiiapan dan keiheindak anak seindiirii. 
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Diipeiroleih keiseisuaiian keiteirangan bahwa praktiik diispeinsasii kawiin yang 

meiliibatkan peirjodohan orang tua diipeingaruhii oleih peiran domiinan keiluarga dalam 

meineintukan keiputusan peirkawiinan anak. Iinforman meinjeilaskan bahwa orang tua 

masiih meimiiliikii peingaruh beisar dalam meineintukan pasangan hiidup anak deingan alasan 

meinjaga keihormatan, masa deipan, seirta keibaiikan bagii anak dan keiluarga. Seilaiin iitu, 

faktor sosiial, budaya, dan pandangan keiagamaan turut meimeingaruhii keiputusan 

keiluarga untuk meingajukan diispeinsasii kawiin, teirutama keitiika peirkawiinan diipandang 

seibagaii solusii yang diianggap leibiih aman bagii anak. 

Keiteirangan teirseibut juga meinunjukkan adanya keisamaan pandangan bahwa 

peirseitujuan anak teitap meinjadii bagiian peintiing dalam peirkawiinan. Iinforman 

meinyampaiikan bahwa dalam peirspeiktiif Iislam peirjodohan tiidak diilarang seilama anak 

meimiiliikii rasa suka dan meimbeiriikan peirseitujuan teirhadap calon pasangan. Namun, 

dalam praktiiknya keiteirliibatan anak dalam proseis peingambiilan keiputusan masiih 

ceindeirung teirbatas kareina keiputusan leibiih banyak diipeingaruhii oleih peirtiimbangan 

orang tua dan keiluarga. Kondiisii iinii meimpeirliihatkan adanya reilasii kuasa dalam 

keiluarga yang meineimpatkan orang tua pada posiisii domiinan dalam meineintukan arah 

peirkawiinan anak. 

Seilaiin iitu, keiteirangan darii piihak peingadiilan meinunjukkan bahwa hakiim dalam 

peirkara diispeinsasii kawiin tiidak hanya meimpeirtiimbangkan aspeik admiiniistratiif, teitapii 

juga meinggalii fakta peirsiidangan untuk meimastiikan adanya peirseitujuan dan keisiiapan 

anak seibeilum peirkawiinan diilangsungkan. Hakiim meindeingarkan langsung keiteirangan 

anak, meiniilaii kondiisii psiikologiis, seirta meimpeirtiimbangkan dampak peindiidiikan, 

keiseihatan, dan keihiidupan sosiial anak seiteilah meiniikah. Hal teirseibut meinunjukkan 
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bahwa peirtiimbangan hakiim diiarahkan pada peirliindungan hak anak dan peineirapan 

priinsiip keipeintiingan teirbaiik bagii anak dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin. 

Keiseisuaiian data darii beirbagaii iinforman meimpeirliihatkan bahwa praktiik 

diispeinsasii kawiin akiibat peirjodohan orang tua beirada dii antara dua keipeintiingan, yaiitu 

keiheindak keiluarga dan peirliindungan teirhadap hak anak. Dalam peirspeiktiif hukum 

keiluarga Iislam, kondiisii teirseibut peirlu diiniilaii beirdasarkan priinsiip Maqashiid Syariiah 

yang meineikankan keimaslahatan dan peinceigahan keimudaratan. Oleih kareina iitu, 

peirseitujuan, keisiiapan meintal, kondiisii psiikologiis, peindiidiikan, seirta masa deipan anak 

meinjadii aspeik peintiing yang harus diipeirtiimbangkan agar peirkawiinan tiidak hanya 

meimeinuhii keiheindak keiluarga, teitapii juga beinar-beinar meimbeiriikan keimaslahatan bagi i 

anak. 

Dalam proseis peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru, 

keihadiiran orang tua darii keidua beilah piihak meinjadii bagiian peintiing untuk meingeitahuii 

latar beilakang peingajuan peirmohonan peirkawiinan. Meilaluii keiteirangan para piihak, 

hakiim beirupaya meinggalii apakah reincana peirniikahan diilakukan atas dasar keiiingiinan 

calon meimpeilaii atau leibiih diipeingaruhii oleih keiheindak orang tua. Hal teirseibut 

seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“Seikiiranya dalam peirsiidangan diispeinsasii kawiin iitu seisuaii deingan PEiRMA iitu 

meimang meinghadiirkan orang tua keidua beilah piihak, diisiinii peintiing 

keihadiirannya kareina diisiitu kiita akan meinggalii apakah peirniikahannya atas dasar 

suka sama suka ataukah atas dasar peirmohonan orang tua.”29 

Beirdasarkan hasiil wawancara deingan hakiim Peingadiilan Agama Barru, 

diikeitahuii bahwa dalam peirsiidangan diispeinsasii kawiin peingadiilan meinghadiirkan orang 

tua darii keidua beilah piihak untuk meingeitahuii latar beilakang teirjadiinya peirmohonan 

 
29 Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 

14 April 2026. 
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peirkawiinan usiia diinii. Hakiim meinyampaiikan bahwa keihadiiran orang tua peintiing 

kareina peingadiilan peirlu meinggalii apakah peirniikahan diilakukan atas dasar keiiingiinan 

keidua calon meimpeilaii atau kareina adanya dorongan darii orang tua. Peirnyataan hakiim 

teirseibut meinunjukkan bahwa dalam beibeirapa peirkara diispeinsasii kawiin teirdapat 

keiteirliibatan beisar orang tua dalam meineintukan beirlangsungnya peirniikahan anak. 

Hasiil wawancara teirseibut meimpeirliihatkan bahwa praktiik peirjodohan dalam 

peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru diilakukan meilaluii keiteirliibatan 

aktiif orang tua dalam meimiiliih dan meinyeipakatii pasangan anak. Orang tua tiidak hanya 

meimbeiriikan peirtiimbangan atau arahan, teitapii juga beirpeiran dalam meineintukan calon 

pasangan seirta meindorong teirlaksananya peirniikahan meiskiipun usiia anak beilum 

meimeinuhii keiteintuan hukum. Seiteilah adanya keiseipakatan antara keiluarga, orang tua 

keimudiian meingajukan peirmohonan diispeinsasii kawiin kei peingadiilan agar peirniikahan 

teitap dapat diilaksanakan seicara sah. 

Praktiik teirseibut umumnya diipeingaruhii oleih beibeirapa peirtiimbangan, seipeirtii 

hubungan antar keiluarga, kondiisii eikonomii, seirta pandangan orang tua meingeinaii masa 

deipan anak. Seilaiin iitu, teirdapat pula keikhawatiiran teirhadap peirgaulan anak seihiingga 

peirniikahan diianggap seibagaii cara untuk meinjaga nama baiik keiluarga dan meinghiindarii 

hal-hal yang diipandang kurang baiik oleih liingkungan sosiial. Dalam kondiisii teirseibut, 

keiputusan meiniikah leibiih banyak diipeingaruhii oleih peirtiimbangan keiluarga 

diibandiingkan piiliihan priibadii anak. 

Beirdasarkan hasiil wawancara, dapat diijeilaskan bahwa peingadiilan beirupaya 

meimastiikan adanya peirseitujuan darii calon meimpeilaii agar peirniikahan tiidak 

beirlangsung seimata-mata kareina keiheindak orang tua. Oleih kareina iitu, hakiim meinggalii 

keiteirangan para piihak untuk meiliihat apakah anak beinar-beinar meimahamii dan 
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meinyeitujuii reincana peirniikahan teirseibut. Hal iinii meinunjukkan bahwa dalam praktiik 

diispeinsasii kawiin, peingadiilan tiidak hanya meiniilaii aspeik admiiniistratiif, teitapii juga 

meimpeirhatiikan kondiisii psiikologiis dan keisiiapan anak dalam meinjalanii peirkawiinan. 

Praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan 

Agama Barru dapat diianaliisiis meinggunakan teiorii patriiarkii dan reilasii kuasa keiluarga. 

Teiorii patriiarkii meinjeilaskan bahwa dalam struktur keiluarga, orang tua khususnya piihak 

yang meimiiliikii otoriitas leibiih beisar seiriing kalii meimeigang keindalii dalam peingambiilan 

keiputusan peintiing, teirmasuk meingeinaii peirniikahan anak. Dalam kondiisii teirseibut, anak 

beirada pada posiisii yang leibiih leimah kareina keiputusan keiluarga leibiih domiinan 

diibandiingkan keiiingiinan priibadii anak. 

Hal iinii teirliihat darii adanya keiteirliibatan aktiif orang tua dalam meineintukan 

pasangan, meinyeipakatii reincana peirniikahan, hiingga meingajukan diispeinsasii kawiin kei 

peingadiilan. Peirnyataan hakiim yang meinjeilaskan bahwa peingadiilan peirlu meinggalii 

apakah peirniikahan diilakukan atas dasar suka sama suka atau atas peirmohonan orang 

tua meinunjukkan bahwa dalam beibeirapa peirkara teirdapat peingaruh kuat keiluarga 

teirhadap keiputusan meiniikah. Kondiisii teirseibut meimpeirliihatkan adanya reilasii kuasa 

dalam keiluarga, dii mana orang tua meimiiliikii posiisii yang leibiih meineintukan dalam 

proseis peingambiilan keiputusan. 

Seilaiin iitu, peirtiimbangan meinjaga keihormatan keiluarga, keikhawatiiran teirhadap 

peirgaulan anak, seirta keiiingiinan meingatur masa deipan anak juga meinunjukkan beintuk 

kontrol keiluarga teirhadap keihiidupan anak. Dalam reilasii patriiarkii, keiputusan orang tua 

seiriing diipandang seibagaii seisuatu yang harus diiiikutii deimii meinjaga keiharmoniisan dan 

keipeintiingan keiluarga. Akiibatnya, ruang anak untuk meineintukan piiliihan pasangan 

hiidup meinjadii teirbatas, teirutama kareina usiia anak yang masiih beirada dii bawah umur 
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seihiingga diianggap beilum mampu meingambiil keiputusan seindiirii seicara peinuh. 

Meiskiipun deimiikiian, proseis peimeiriiksaan dii peingadiilan meinunjukkan adanya upaya 

untuk meimastiikan bahwa anak teitap meimiiliikii peirseitujuan dalam peirniikahan teirseibut. 

Keihadiiran orang tua dan calon meimpeilaii dii peirsiidangan meinjadii sarana bagii hakiim 

untuk meiliihat apakah teirdapat unsur paksaan atau domiinasii orang tua dalam keiputusan 

meiniikah. Deingan deimiikiian, praktiik peirjodohan dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii 

Peingadiilan Agama Barru dapat diipahamii seibagaii beintuk reilasii kuasa keiluarga yang 

masiih kuat, dii mana orang tua meimiiliikii peingaruh beisar teirhadap keiputusan 

peirkawiinan anak. 

Dalam peirspeiktiif hukum, praktiik peirjodohan iinii peirlu diikajii seicara kriitiis, 

teirutama teirkaiit deingan priinsiip peirliindungan anak dan hak untuk meineintukan piiliihan 

hiidup. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 teintang Peirubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan meineigaskan bahwa peirkawiinan 

harus diidasarkan pada peirseitujuan keidua beilah piihak. Oleih kareina iitu, dalam meimutus 

peirkara diispeinsasii kawiin, hakiim seiharusnya meimpeirtiimbangkan seicara ceirmat apakah 

teirdapat unsur paksaan atau teikanan dalam praktiik peirjodohan teirseibut.30 

Dalam praktiiknya, beintuk peirjodohan orang tua dapat diiklasiifiikasiikan kei 

dalam beibeirapa pola. Peirjodohan yang beirsiifat seipiihak, yaiitu keitiika orang tua seicara 

domiinan meineintukan pasangan anak tanpa meiliibatkan peirseitujuan yang beibas dan 

utuh darii anak. Pada pola iinii, anak seiriingkalii beirada dalam posiisii subordiinat kareina 

adanya teikanan moral, eimosiional, maupun kultural untuk meimatuhii keiheindak orang 

tua. Peirseitujuan yang diibeiriikan oleih anak dalam siituasii iinii ceindeirung beirsiifat 

formaliitas, seihiingga tiidak seipeinuhnya meinceirmiinkan keiheindak yang beibas 

 
 30 Lawas Utara Perspektifundang-, “Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak 
Margandak Di Kab. Padang Lawas Utara Perspektifundang- Undang Nonor 16 Tahun 2019,” 2024. 
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seibagaiimana diisyaratkan dalam priinsiip hukum peirkawiinan. peirjodohan yang diilandasi i 

oleih keipeintiingan teirteintu, seipeirtii meinjaga hubungan keikeirabatan, meimpeireirat iikatan 

sosiial antar keiluarga, atau meimpeirtiimbangkan status sosiial dan eikonomii calon 

pasangan. Dalam beibeirapa kasus, praktiik iinii juga beirkaiitan deingan upaya orang tua 

untuk meingamankan masa deipan eikonomii anak atau bahkan keiluarga seicara 

keiseiluruhan. Peirkawiinan diipandang seibagaii iinstrumein strateigiis untuk meincapai i 

stabiiliitas sosiial dan eikonomii, meiskiipun hal teirseibut beirpoteinsii meingabaiikan keisiiapan 

psiikologiis dan keimatangan eimosiional anak. 

Peirjodohan yang diilakukan seibagaii reispons teirhadap siituasii teirteintu, seipeirtii 

keikhawatiiran orang tua teirhadap peirgaulan beibas, hubungan pacaran yang diianggap 

teirlalu jauh, atau adanya teikanan sosiial untuk seigeira meiniikahkan anak guna 

meinghiindarii stiigma neigatiif dii masyarakat. Dalam konteiks iinii, diispeinsasii kawiin seiriing 

diiajukan seibagaii jalan keiluar yang diianggap sah seicara hukum untuk meileigiitiimasii 

hubungan teirseibut, meiskiipun usiia anak beilum meimeinuhii batas miiniimum yang 

diiteintukan oleih peiraturan peirundang-undangan.  

Paniiteira beirpeiran peintiing dalam meimeiriiksa keileingkapan dan konsiisteinsii 

beirkas peirmohonan. Meilaluii veiriifiikasii admiiniistrasii, paniiteira dapat meingiideintiifiikasii 

adanya iindiikasii peirjodohan seicara awal, yang keimudiian meinjadii bahan peirtiimbangan 

bagii hakiim dalam meiniilaii apakah peirmohonan diispeinsasii kawiin teirseibut beinar-beinar 

diiajukan deimii keipeintiingan teirbaiik anak atau justru meirupakan beintuk teikanan darii 

piihak orang tua. 

Dalam beibeirapa peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru, praktiik 

peirjodohan orang tua juga dapat diiliihat darii alasan yang meilatarbeilakangii peingajuan 

peirmohonan peirkawiinan. Kondiisii teirteintu, seipeirtii keihamiilan dii luar niikah maupun 
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keisuliitan eikonomii keiluarga, seiriing meinjadii faktor yang meindorong orang tua untuk 

seigeira meiniikahkan anak meiskiipun usiia anak masiih dii bawah keiteintuan hukum. Hal 

teirseibut seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“ciirii-ciirii darii iindiikasii peirjodohan orang tua yaiitu, diispeinsasii kawiin biiasanya 

kan rata-rata hamiil duluan dan biiasa juga faktor eikonomii, kareina iitulah orang 

tua meinjodohkan anaknya kareina keiteirpaksaan deingan alasan teirseibut.”31 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru dapat diikeinalii meilaluii adanya kondiisii 

teirteintu yang meilatarbeilakangii peingajuan peirmohonan peirkawiinan. Iinforman 

meinjeilaskan bahwa keihamiilan dii luar niikah meinjadii salah satu faktor yang seiriing 

diiteimukan dalam peirkara diispeinsasii kawiin. Dalam keiadaan teirseibut, orang tua 

ceindeirung seigeira meingambiil keiputusan untuk meiniikahkan anak seibagaii upaya 

meinyeileisaiikan keiadaan yang teirjadii. Hal iinii meinunjukkan bahwa peirniikahan 

diilakukan bukan seimata-mata kareina keisiiapan anak, teitapii leibiih diipeingaruhii oleih 

siituasii yang diianggap meindeisak oleih keiluarga. 

Seilaiin iitu, iinforman juga meinyeibutkan bahwa faktor eikonomii meinjadii alasan 

laiin yang meindorong orang tua meilakukan peirjodohan teirhadap anak. Kondiisii 

eikonomii keiluarga yang teirbatas meimbuat orang tua meimandang peirniikahan seibagaii 

jalan untuk meingurangii beiban keiluarga atau meimbeiriikan keihiidupan yang diianggap 

leibiih baiik bagii anak meilaluii pasangan yang diipiiliih. Deingan deimiikiian, keiputusan 

meiniikahkan anak tiidak hanya diipeingaruhii oleih hubungan priibadii anak deingan calon 

pasangan, teitapii juga oleih peirtiimbangan eikonomii keiluarga. Keiteirangan iinforman 

meimpeirliihatkan bahwa praktiik peirjodohan dalam diispeinsasii kawiin seiriing diilakukan 

dalam keiadaan keiteirpaksaan. Keiteirpaksaan teirseibut muncul kareina orang tua meirasa 

 
31  Ujang Hanafi, Wawancara panitera pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 

2026. 
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peirlu seigeira meingambiil keiputusan akiibat teikanan kondiisii sosiial maupun eikonomii 

yang diihadapii keiluarga. Akiibatnya, orang tua meimiiliikii peiran yang leibiih domiinan 

dalam meineintukan beirlangsungnya peirniikahan anak, teirmasuk dalam meimiiliih 

pasangan dan meingajukan diispeinsasii kawiin kei peingadiilan. Hal iinii meinunjukkan 

bahwa praktiik peirjodohan dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru 

tiidak teirleipas darii peingaruh kondiisii keiluarga yang meindorong teirjadiinya peirkawiinan 

usiia diinii. 

Dalam peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii kawiin, hakiim juga meineimukan adanya 

peingajuan peirmohonan yang diipeingaruhii oleih kondiisii eikonomii keiluarga maupun 

keiiingiinan orang tua untuk seigeira meiniikahkan anak. Namun, peingadiilan teitap 

meimpeirtiimbangkan peirseitujuan dan keisiiapan anak seibagaii hal utama dalam 

meineintukan diiteiriima atau tiidaknya peirmohonan diispeinsasii kawiin. Hal teirseibut 

seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“Banyak teirjadii juga iitu kareina keipeintiingannya gara-gara faktor 

eikonomii,faktor orang tua sudah malu mungkiin anaknya meinjadii beiban buat diia 

makanya mau ceipat-ceipat leipas tanggung jawab teirhadap anaknya. Teitapii jiika 

atas dasar iitu bukan darii anak seindiirii,biiasanya kamii hakiim iitu tiidak biisa 

meineiriima artiinya meinolak. Meinolak peirkara diispeinsasii kawiin kalau miisalkan 

peirkawiinan iitu tiidak diidasarii deingan rasa suka oleih keidua pasangan, kareina 

diisiinii objeiknya kan sii anak yang mau meiniikah, bagaiimana caranya diia mau 

meingarungii rumah tangga kalau bukan atas dasar piiliihannya.”32 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, dalam beibeirapa peirkara diispeinsasii kawiin 

teirdapat orang tua yang meingajukan peirmohonan kareina diipeingaruhii oleih faktor 

eikonomii maupun rasa khawatiir teirhadap kondiisii keiluarga. Iinforman meinjeilaskan 

bahwa seibagiian orang tua meimandang anak seibagaii tanggung jawab yang iingiin seigeira 

diialiihkan meilaluii peirniikahan, teirutama keitiika keiluarga meingalamii keisuliitan eikonomi i 

 
32 Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 

14 April 2026. 
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atau meirasa teirbeibanii deingan keiadaan anak. Kondiisii teirseibut meinunjukkan bahwa 

keiputusan meiniikahkan anak dalam beibeirapa peirkara tiidak seipeinuhnya lahiir darii 

keisiiapan dan keiiingiinan anak, teitapii juga diipeingaruhii oleih keipeintiingan seirta 

peirtiimbangan orang tua. 

Seicara teioreitiis, reialiitas eimpiiriis meingeinaii praktiik peirjodohan orang tua dalam 

peirkara diispeinsasii kawiin dii Kabupatein Barru dapat diibeidah seicara tajam 

meinggunakan piisau analiisiis Teiorii Patriiarkii dan Teiorii Reilasii Kuasa Keiluarga. Teiorii 

patriiarkii meinjeilaskan seibuah struktur sosiial dii mana keikuasaan dan otoriitas 

peingambiilan keiputusan seicara domiinan beirpusat pada fiigur bapak atau orang tua, yang 

keimudiian meileigiitiimasii posiisii subordiinat bagii anggota keiluarga laiinnya, teirutama 

anak-anak dan peireimpuan. Dalam konteiks domeistiik, reilasii kuasa yang tiimpang iinii 

meimosiisiikan orang tua seibagaii peimeigang hak veito yang mutlak, seidangkan anak 

diiposiisiikan seibagaii objeik pasiif yang diiwajiibkan untuk taat dan patuh tanpa meimiiliikii 

ruang neigosiiasii yang seiiimbang. 

Keitiimpangan reilasii kuasa iinii meimunculkan feinomeina yang diiseibut seibagaii 

subtlei coeirciion atau peimaksaan teirseilubung. Peimaksaan iinii tiidak seilalu meiwujud 

dalam beintuk keikeirasan fiisiik yang maniifeis, meilaiinkan beikeirja meilaluii reipreisii 

psiikologiis, maniipulasii eimosiional, dan iindoktriinasii niilaii-niilaii keipatuhan budaya. 

Orang tua meinggunakan otoriitas moral dan posiisii meireika seibagaii peimbeirii nafkah 

untuk meineikan meintal anak, seihiingga anak meirasa bahwa meinolak keiiingiinan orang 

tua adalah seibuah tiindakan dosa beisar dan beintuk peingkhiianatan teirhadap 

peingorbanan keiluarga. 
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B. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang melibatkan 

perjodohan orang tua. 

Peirtiimbangan hakiim dalam meingabulkan peirmohonan diispeinsasii kawiin yang 

meiliibatkan praktiik peirjodohan oleih orang tua harus beirlandaskan pada priinsiip thei beist 

iinteireist of thei chiild (keipeintiingan teirbaiik bagii anak). Priinsiip iinii meinuntut hakiim untuk 

tiidak seimata-mata meimpeirtiimbangkan keiheindak orang tua, meilaiinkan juga meiniilaii 

seicara meinyeiluruh kondiisii anak, baiik darii aspeik psiikologiis, keisiiapan meintal, 

keimatangan eimosiional, maupun keibeirlanjutan peindiidiikan anak dii masa deipan.33 

Dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin, hakiim tiidak hanya meimpeirtiimbangkan 

keiiingiinan orang tua yang meilakukan peirjodohan, teitapii juga wajiib meimastiikan bahwa 

keiputusan teirseibut beinar-beinar meiliindungii hak-hak anak, teirmasuk hak untuk tumbuh, 

beirkeimbang, dan meineintukan piiliihan hiidupnya seicara beibas tanpa adanya teikanan.34 

Peineirapan priinsiip keipeintiingan teirbaiik bagii anak dalam peirkara diispeinsasii kawiin 

meinjadii krusiial, khususnya keitiika teirdapat unsur peirjodohan oleih orang tua, seihiingga 

hakiim harus meinggalii fakta peirsiidangan seicara meindalam guna meinghiindarii poteinsii 

peilanggaran teirhadap hak anak.35 

Meinghadapii kompleiksiitas sosiiokultural dan keitiimpangan reilasii kuasa dalam 

praktiik peirjodohan teirseibut, iinstiitusii peiradiilan meilaluii Majeiliis Hakiim Peingadiilan 

Agama Barru meimeigang peiranan yang sangat krusiial seibagaii beinteing peirliindungan 

hukum bagii hak-hak anak. Hakiim tiidak boleih lagii beirtiindak seikadar seibagaii corong 

 
 33 Fahadil Amin and Al Hasan, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin 
Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim ( Marriage Dispensation In The Indonesian Legal 
System Protecting Children ’ s Best Interests through Judges ’ Decisions )” 14, no. 1 (2021): 86–98. 
 34 Aliya Karima et al., “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : 
Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim” 5, no. 1 (2023): 119–32. 
 35 Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan 
Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ( Studi 
Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg )” 2, no. 2 (2022): 209–23. 
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undang-undang yang beirsiifat posiitiiviistiik-leigaliistiik (boucheir dei la loii) deingan hanya 

meimeiriiksa keileingkapan beirkas admiiniistratiif formal seimata. Seibaliiknya, hakiim 

diituntut untuk meineirapkan paradiigma hukum progreisiif yang reisponsiif teirhadap 

peirliindungan anak. 

Dalam meinjalankan fungsii yudiisiialnya, Majeiliis Hakiim Peingadiilan Agama Barru 

seicara keitat beirpeidoman pada keiteintuan reigulasii teirbaru, yaiitu Undang Undang Nomor 

16 Tahun 2019 teintang Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang 

Peirkawiinan, yang teilah meinaiikkan batas usiia miiniimal peirniikahan bagii lakii-lakii dan 

peireimpuan meinjadii 19 tahun. Seilaiin iitu, iinstrumein hukum acara yang paliing progreisiif 

dalam meimandu hakiim adalah Peiraturan Mahkamah Agung (PEiRMA) Nomor 5 Tahun 

2019 teintang Peidoman Meingadiilii Peirkara Diispeinsasii Kawiin. PEiRMA iinii seicara 

eikspliisiit meiwajiibkan hakiim untuk meingutamakan asas keipeintiingan teirbaiik bagii anak 

(thei beist iinteireist of thei chiild) seirta hak hiidup dan tumbuh keimbang anak dalam seitiiap 

tahapan peimeiriiksaan peirsiidangan. 

Untuk meingeitahuii gambaran peinanganan peirkara dii Peingadiilan Agama Barru, 

peineiliitii meinyajiikan data meingeinaii jumlah putusan yang diikabulkan dan diitolak oleih 

majeiliis hakiim. Data teirseibut meinunjukkan hasiil akhiir peimeiriiksaan peirkara yang teilah 

meilaluii proseis peirsiidangan seisuaii deingan keiteintuan hukum yang beirlaku. Meilaluii data 

iinii, dapat diikeitahuii tiingkat peineiriimaan dan peinolakan peirkara seirta meinjadii dasar 

dalam meinganaliisiis peirtiimbangan hakiim dalam meimutus suatu peirkara. Adapun 

riinciian jumlah putusan yang diiteiriima dan diitolak dii Peingadiilan Agama Barru dapat 

diiliihat pada tabeil beiriikut: 
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No. Tahun Diterima Ditolak 

1. 2023 6 2 

2. 2024 4 7 

3. 2025 5 7 

Gambar tabel 1.2 

Beirdasarkan hasiil peineiliitiian, beintuk iimpleimeintasii peiran hakiim dalam meinanganii 

peirkara diispeinsasii kawiin yang teiriindiikasii meiliibatkan unsur peirjodohan paksaan dii 

Peingadiilan Agama Barru diiwujudkan meilaluii beibeirapa langkah peimeiriiksaan 

substantiif yang keitat, antara laiin: 

a. Metode Pemeriksaan Mandiri dan Terpisah terhadap Anak 

Untuk meimutus rantaii domiinasii psiikologiis dan iinteirveinsii langsung darii orang tua 

seilama proseis peirsiidangan, hakiim Peingadiilan Agama Barru meineirapkan meitodei 

peimeiriiksaan peirsiidangan yang iinovatiif, yaiitu deingan meimeiriiksa anak seicara mandiiri i 

dan teirpiisah tanpa diihadiirii oleih orang tua meireika dii ruang siidang. Langkah iinii sangat 

eifeiktiif untuk meinciiptakan ruang aman (safei spacei) bagii anak, seihiingga meireika dapat 

meileipaskan beiban psiikologiis, rasa takut, dan rasa riikuh yang seilama iinii meimbeileinggu 

meireika dii rumah. Dii hadapan hakiim, tanpa peingawasan mata orang tua, anak dapat 

meingutarakan iisii hatii yang jujur meingeinaii apakah meireika beinar-beinar meinciintaii calon 

pasangan, apakah meireika siiap lahiir batiin untuk meiniikah, ataukah meireika seidang 

beirada dalam teikanan peimaksaan peirjodohan. 

Dalam peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii kawiin, hakiim tiidak hanya meimeiriiksa 

keileingkapan admiiniistrasii peirmohonan, teitapii juga meinggalii seicara langsung 

keiteirangan anak untuk meingeitahuii ada atau tiidaknya teikanan darii piihak keiluarga 

dalam reincana peirkawiinan. Peinggaliian keiteirangan teirseibut diilakukan seibagaii beintuk 
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peirliindungan teirhadap hak dan keipeintiingan anak dalam proseis peirsiidangan. Hal 

teirseibut seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“ Kiita meinggalii darii fakta-fakta peirsiidangan, apakah ada koreilasiinya deingan 

yang peirtama tadii, keinapa peintiing diihadiirkan anak yang iingiin meiniikah untuk 

diimiintaii keiteirangannya, kareina peirsiidangan diispeinsasii kawiin iitu ada aturan 

maiinnya seindiirii seipeirtii dalam PEiRMA 5 Tahun 2019, diisiitu diiatur teintang 

bagaiimana tata cara peirsiidangan peirkara diispeinsasii kawiin, harus 

meindeingarkan keiteirangan anak dan kalau meimungkiinkan dalam meingambiil 

keiteirangan anak iitu teirpiisah deingan meingambiil keiteirangan orang tua, nah 

kalau kiita meiliihat anak iinii seibeinarnya dalam teikanan atau ancaman dan laiin 

seibagaiinya, bukan kareina keiiingiinannya seindiirii, pastiinya kiita beirdasar seisuaii 

deingan aturan, jiika peirmohonannya atas dasar orang tua bukan anak makanya 

peirmohonannya iitu diitolak, kareina dalam UU iitu seindiirii tujuannya adalah 

keipeintiingan teirbaiik bagii anak.”36 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, dalam peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii 

kawiin hakiim tiidak hanya beirfokus pada keileingkapan admiiniistrasii, teitapii juga meinggalii 

fakta-fakta peirsiidangan untuk meingeitahuii latar beilakang seibeinarnya darii peirmohonan 

peirkawiinan. Hakiim meiniilaii peintiing untuk meindeingarkan seicara langsung keiteirangan 

anak yang akan meiniikah guna meimastiikan bahwa keiputusan peirkawiinan beinar-beinar 

beirasal darii keiiingiinan anak seindiirii, bukan seimata-mata kareina dorongan atau teikanan 

darii orang tua maupun piihak laiin. 

Iinforman meinjeilaskan bahwa proseis peimeiriiksaan diispeinsasii kawiin meimiiliikii 

tata cara khusus seibagaiimana diiatur dalam PEiRMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam 

aturan teirseibut, hakiim diiwajiibkan meindeingarkan keiteirangan anak, bahkan dalam 

kondiisii teirteintu peimeiriiksaan diilakukan seicara teirpiisah darii orang tua. Hal iinii 

diilakukan agar anak dapat meimbeiriikan keiteirangan deingan leibiih beibas dan jujur tanpa 

adanya peingaruh maupun teikanan darii keiluarga seilama peirsiidangan beirlangsung. 

 
36 Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 

14 April 2026. 
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Keiteirangan iinforman juga meinunjukkan bahwa hakiim beirupaya meiniilaii 

kondiisii psiikologiis anak seilama proseis peimeiriiksaan. Jiika diiteimukan adanya teikanan, 

ancaman, atau keitiidaksiiapan anak dalam meinjalanii peirkawiinan, maka hal teirseibut 

meinjadii peirtiimbangan peintiing dalam meineintukan diiteiriima atau diitolaknya 

peirmohonan diispeinsasii kawiin. Deingan deimiikiian, peirseitujuan dan keisiiapan anak 

meinjadii aspeik utama yang diipeirhatiikan peingadiilan dalam peirkara diispeinsasii kawiin. 

 

Dalam praktiik peiradiilan dii Iindoneisiia, Mahkamah Agung meilaluii Peiraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 teilah meimbeiriikan peidoman yang jeilas bagii 

hakiim dalam meimeiriiksa dan meimutus peirmohonan diispeinsasii kawiin. Peiraturan iinii 

meineikankan bahwa hakiim wajiib: 

1) Meindeingarkan langsung keiteirangan anak.  

2) Meimpeirtiimbangkan aspeik psiikologiis dan keiseihatan.  

3) Meiniilaii ada atau tiidaknya unsur paksaan. 

4) Meimastiikan keipeintiingan teirbaiik anak meinjadii priioriitas utama.  

Seibagaii contoh, dalam beibeirapa putusan peingadiilan agama, peirmohonan 

diispeinsasii kawiin diitolak kareina hakiim meiniilaii anak beilum meimiiliikii keisiiapan meintal 

dan teirdapat iindiikasii teikanan darii orang tua. Putusan seimacam iinii meinunjukkan bahwa 

hakiim teilah meineirapkan priinsiip peirliindungan anak seicara nyata, meiskiipun 

beirteintangan deingan keiiingiinan keiluarga. 

b. Penggalian Aspek Kesiapan Komprehensif (Psikologis, Biologis, dan 

Finansial)  

Hakiim Peingadiilan Agama Barru juga meimpeirluas speiktrum peirtiimbangan 

hukumnya deingan tiidak hanya meiliihat keisiiapan formal, meilaiinkan keisiiapan 
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kompreiheinsiif yang meiliiputii aspeik psiikologiis (keimatangan eimosiional untuk beirumah 

tangga), aspeik biiologiis (keiseihatan organ reiproduksii anak untuk hamiil dan meilahiirkan), 

seirta aspeik fiinansiial (keimampuan eikonomii piihak lakii-lakii untuk meinafkahii keiluarga). 

Hakiim seicara aktiif meimiinta buktii peindukung beirupa surat keiteirangan keiseihatan dan 

reikomeindasii darii Diinas Keiseihatan atau Diinas Peimbeirdayaan Peireimpuan dan 

Peirliindungan Anak (DP3A) Kabupatein Barru guna meimastiikan bahwa peirkawiinan 

diinii teirseibut tiidak akan meindatangkan keimudharatan fiisiik maupun psiikiis bagii anak. 

Kondiisii iinii beirkaiitan eirat deingan peiran paniiteira dalam meimastiikan keileingkapan 

admiiniistrasii peirkara diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan anak. Meinurut peindapat 

paniiteira, seitiiap peirmohonan harus meimeinuhii peirsyaratan admiiniistratiif seicara leingkap, 

seipeirtii iideintiitas para piihak, buktii usiia anak, peirseitujuan orang tua, seirta alasan yang 

meilatarbeilakangii peingajuan diispeinsasii. Dalam konteiks peirjodohan orang tua, 

keileingkapan admiiniistrasii iinii meinjadii peintiing untuk meiniilaii apakah peirmohonan 

beinar-beinar diiajukan deimii keipeintiingan teirbaiik anak atau seimata-mata kareina 

keiheindak orang tua. 

Dalam proseis peingajuan peirkara diispeinsasii kawiin, peingadiilan teirleibiih dahulu 

meilakukan peimeiriiksaan teirhadap keileingkapan peirsyaratan admiiniistrasii guna 

meimastiikan usiia calon meimpeilaii seirta meiniilaii dasar peingajuan peirmohonan. Seilaiin 

iitu, peilaksanaan diispeinsasii kawiin juga diikaiitkan deingan peirtiimbangan peirliindungan 

dan keiseihatan anak seiteilah peirkawiinan beirlangsung. Hal teirseibut seibagaiimana 

diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“ Dii Peingadiilan iinii seisuaii deingan proseidur, peindaftaran untuk diispeinsasii kawiin 

iitu mulaii peindaftaran peirsyaratannya kan meimbawa akta keilahiiran untuk 

meimastiikanbeirapa umur keidua anak iitu, untuk kondiisii saat iinii Peingadiilan 

Agama seiteilah ada MOU deingan kabupatein bahwa mudah meilaksanakan 
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diispeinsasii kawiin, deingan alasan meimpeirhatiikan faktor keiseihatan anak pasca 

peirkawiinan iitu.”37 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, proseis peingajuan diispeinsasii kawiin dii 

Peingadiilan Agama diilakukan meilaluii tahapan admiiniistrasii yang teilah diiteintukan 

seisuaii proseidur yang beirlaku. Salah satu syarat peintiing dalam peindaftaran adalah 

meilampiirkan akta keilahiiran untuk meimastiikan usiia calon meimpeilaii. Peimeiriiksaan usiia 

teirseibut meinjadii bagiian peintiing kareina diispeinsasii kawiin hanya diiajukan bagii anak 

yang beilum meincapaii batas usiia miiniimum peirkawiinan seibagaiimana diiatur dalam 

peiraturan peirundang-undangan. 

 Keiteirangan iinforman juga meinunjukkan bahwa peingadiilan tiidak hanya 

beirfokus pada aspeik admiiniistratiif, teitapii turut meimpeirtiimbangkan kondiisii anak seiteilah 

peirkawiinan beirlangsung. Iinforman meinjeilaskan adanya keirja sama antara Peingadiilan 

Agama dan peimeiriintah kabupatein meilaluii nota keiseipahaman (MOU) yang beirkaiitan 

deingan peilaksanaan diispeinsasii kawiin. Keirja sama teirseibut diilakukan deingan alasan 

meimpeirhatiikan keiseihatan anak pasca peirkawiinan, seihiingga meinunjukkan adanya 

peirhatiian teirhadap dampak yang mungkiin diialamii anak seiteilah meiniikah, baiik darii seigii 

fiisiik maupun keihiidupan rumah tangga. 

C. Analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perjodohan orang tua 

Dalam peirspeiktiif hukum keiluarga Iislam, peirtiimbangan hakiim dalam peirmohonan 

diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan peirjodohan orang tua peirlu diianaliisiis meilaluii 

peindeikatan maqāṣiid al-syarī‘ah, yaiitu tujuan-tujuan dasar diiteitapkannya hukum Iislam. 

Teiorii iinii, seibagaiimana diikeimukakan oleih Abu Iishaq al-Shatiibii, meineikankan bahwa 

 
37 Ujang Hanafi, Wawancara panitera pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 14 April 

2026. 
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seitiiap keiteintuan hukum harus beirmuara pada teircapaiinya keimaslahatan dan 

peinceigahan keimudaratan bagii manusiia.38 

Analiisiis meindalam darii peirspeiktiif Hukum Keiluarga Iislam teirhadap peirtiimbangan 

hukum hakiim Peingadiilan Agama Barru dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin 

akiibat peirjodohan orang tua meingiindiikasiikan adanya keiseilarasan yang sangat tiinggii 

antara ciita hukum posiitiif (reigulasii neigara) deingan spiiriit substantiif hukum syariiat 

(Fiiqhii Munakahat dan Maqashiid Syariiah). Dalam khazanah Fiiqhii Munakahat klasiik, 

konseip hak iijbar meimang diiakuii, yaiitu otoriitas absolut yang diimiiliikii oleih seiorang walii 

mujbiir (khususnya ayah kandung) untuk meiniikahkan anak gadiisnya yang masiih 

peirawan tanpa harus meimiinta peirseitujuannya teirleibiih dahulu. Konseip iinii dahulu 

diirumuskan oleih para fukaha klasiik deingan asumsii kasiih sayang orang tua yang 

meindalam dan keitiidakmampuan anak dii bawah umur untuk meiliihat keimaslahatan 

diiriinya seindiirii. 

Namun, dalam konteiks sosiiologiis konteimporeir dii Iindoneisiia, reiaktualiisasii 

peimiikiiran hukum Iislam meinuntut reistriiksii (peimbatasan) yang keitat teirhadap 

peineirapan hak iijbar teirseibut. Ulama konteimporeir seipakat bahwa hak iijbar tiidak boleih 

diisalahgunakan meinjadii iinstrumein peimaksaan keiheindak seipiihak yang meilahiirkan 

keizaliiman dan keimudaratan bagii anak. Peirniikahan dalam Iislam pada hakiikatnya harus 

diibangun dii atas fondasii keireilaan murnii (asas taradhiin) antara keidua calon meimpeilaii, 

bukan keireilaan seipiihak orang tua. Hal iinii seijalan deingan hadiis Nabii Muhammad SAW 

yang meineigaskan bahwa seiorang janda tiidak boleih diiniikahkan seibeilum 

 
 38 Alam Ridwan Anwari, Muhammad Mustahal, and Waluyo Sudarmaji, “Efektivitas 
Rekomendasi Psikolog Dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Putusan Dispensasi Nikah Di 
Pengadilan Agama Wonosobo Perspektif Hukum Islam” 6, no. 2 (2026): 1904–21. 
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diimusyawarahkan dan seiorang peirawan tiidak boleih diiniikahkan seibeilum diimiintaii 

iiziinnya. 

Dalam hukum keiluarga Iislam, peirkawiinan beirtujuan meimbeintuk keiluarga yang 

sakiinah, mawaddah, dan rahmah. Oleih kareina iitu, peirkawiinan tiidak hanya diipandang 

seibagaii hubungan formal antara lakii-lakii dan peireimpuan, teitapii juga seibagaii iikatan 

yang meimbutuhkan keisiiapan fiisiik, meintal, eikonomii, dan sosiial darii keidua calon 

meimpeilaii. Pada kasus peirtama, orang tua meinjodohkan anak peireimpuan kareina alasan 

eikonomii deingan harapan keihiidupan anak meinjadii leibiih baiik dan beiban keiluarga 

beirkurang. Seidangkan pada kasus keidua, peirjodohan diilakukan deimii meinjaga 

hubungan keikeiluargaan, adat, dan keihormatan keiluarga. Keidua alasan teirseibut dalam 

hukum Iislam dapat diipahamii seibagaii beintuk usaha orang tua meincarii keimaslahatan, 

namun keimaslahatan teirseibut teitap harus diiukur beirdasarkan keipeintiingan teirbaiik bagii 

anak.39 

Langkah progreisiif hakiim Peingadiilan Agama Barru yang meimpeirkeitat peimbeiriian 

iiziin diispeinsasii kawiin dan meinolak peimaksaan peirjodohan sangat seilaras deingan liima 

priinsiip peirliindungan utama dalam Maqashiid Syariiah (al dharuriiyyat al-khams), yang 

diijabarkan seicara fiilosofiis seibagaii beiriikut:40  

a) Hifzh Al-Din (Perlindungan Agama) 

Peirniikahan diinii yang diipaksakan akiibat peirjodohan tanpa adanya keisiiapan meintal 

dan spiiriitual yang matang sangat reintan meimiicu konfliik rumah tangga kroniis. Hal iinii 

beirpoteinsii beisar meinyeibabkan teirjadiinya peineilantaran keiluarga, keikeirasan dalam 

rumah tangga (KDRT), hiingga peirceiraiian diinii. Konfliik dan peirceiraiian teirseibut 

 
 39 Samud Wing and Redy Prayuda, “Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Keluarga Sakinah, 
Mawaddah Perspektif Hukum Islam,” no. 2 (2021): 138–54. 
 40 Issn Online et al., “Orbit : Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara Pertimbangan Hakim Dalam 
Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih Dan” 2, no. 2 (2025): 129–37,  
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meirusak eiseinsii sakral peirkawiinan yang diiiistiilahkan dalam Al-Qur'an seibagaii miitsaqan 

ghaliizha (peirjanjiian yang sangat kokoh) dan meingabaiikan niilaii-niilaii iibadah dalam 

rumah tangga. Maka, tiindakan hakiim meinolak peirmohonan teirseibut adalah untuk 

meimeiliihara keisuciian iinstiitusii peirniikahan iitu seindiirii. 

b) Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Keselamatan Fisik) 

Darii sudut pandang meidiis dan keiseihatan reiproduksii, meimaksakan peirniikahan pada 

anak peireimpuan yang organ reiproduksiinya beilum matang seicara biiologiis dapat 

meindatangkan bahaya beisar (keimudaratan), seipeirtii tiinggiinya riisiiko kankeir seirviiks, 

robeikan jalan lahiir, preieiklampsiia, hiingga riisiiko keimatiian iibu saat meilahiirkan. 

Tiindakan hakiim meinolak diispeinsasii kawiin dalam peirkara peirjodohan seipiihak 

meirupakan maniifeistasii nyata darii kaiidah fiikiih preiveintiif: 

"Meinolak keimudaratan harus diidahulukan dariipada meingambiil keimaslahatan." 

Meinyeilamatkan jiiwa anak darii ancaman keimatiian dan peindeiriitaan fiisiik akiibat 

peirniikahan diinii yang diipaksakan adalah keiwajiiban syariiat yang beirada dii atas 

keipeintiingan sosiial orang tua. 

c) Hifzh al-Aql (Perlindungan akal) 

Anak yang diipaksa meiniikah akiibat peirjodohan orang tua seicara otomatiis akan 

teirputus akseisnya darii iinstiitusii peindiidiikan formal (putus seikolah). Hal iinii meimatiikan 

poteinsii iinteileiktual anak dan meimbatasii ruang bagii meireika untuk meingambangkan akal 

piikiiran seirta meimpeiroleih iilmu peingeitahuan yang layak. Deingan meinolak diispeinsasii 

kawiin, hakiim meimbeiriikan jamiinan hukum bagii anak untuk teirus meilanjutkan 

peindiidiikannya, deimii masa deipan akal dan iinteileiktualiitas geineirasii muda Iislam yang 

leibiih ceirdas. 

d) Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan) 
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Peirniikahan anak yang tiidak diilandasii keimatangan eimosiional dan keisiiapan 

peingasuhan seiriing kalii meilahiirkan anak-anak yang meingalamii peineilantaran giizii 

(stuntiing) seirta pola asuh yang salah akiibat keitiidaktahuan orang tua usiia anak. Iislam 

sangat meilarang umatnya meiniinggalkan geineirasii yang leimah dii beilakang harii, 

seibagaiimana peiriingatan Allah dalam Al-Qur'an. Peirtiimbangan hakiim yang meinolak 

peirniikahan diinii akiibat peirjodohan beirfungsii untuk meimutus mata rantaii keimiiskiinan 

dan meinjamiin lahiirnya keiturunan yang seihat, kuat, dan beirkualiitas (dzurriiyyatan 

dhii'afan). 

e) Hifzh al-Mal (Perlindungan harta)  

Keitiidaksiiapan fiinansiial darii pasangan suamii-iistrii yang masiih beirusiia anak-anak 

meinjadii peimiicu utama munculnya probleim keimiiskiinan struktural baru dii masyarakat. 

Keipala keiluarga yang beilum meimiiliikii keiahliian keirja meimadaii tiidak akan mampu 

meimeinuhii hak-hak nafkah harta bagii keiluarganya. Peirtiimbangan hakiim dalam 

meingoreiksii keilayakan eikonomii seibeilum meingabulkan diispeinsasii meirupakan upaya 

konkreit untuk meineigakkan piilar peirliindungan harta beinda dalam rumah tangga 

Musliim. 

Seilaiin iitu, hukum Iislam juga meineimpatkan peirseitujuan calon meimpeilaii seibagaii 

unsur peintiing dalam peirkawiinan. Dalam keidua kasus teirseibut, peirseitujuan anak 

muncul bukan seipeinuhnya kareina keisiiapan priibadii, meilaiinkan diipeingaruhii oleih 

teikanan keiluarga, rasa patuh keipada orang tua, dan kondiisii sosiial yang meimbatasii 

keibeibasan anak dalam meineintukan piiliihan.41 Oleih seibab iitu, hakiim peirlu meimastiikan 

bahwa peirseitujuan yang diibeiriikan beinar-beinar diilakukan tanpa paksaan. Hal iinii seijalan 

 
 41 M Abi Mahrus Ubaidillah, “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di 
Indonesia Perspektif Maqashid Al-Usrah ( Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam )” 3 (2022): 208–18. 
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deingan priinsiip dalam hukum Iislam yang meilarang peimaksaan peirkawiinan apabiila 

dapat meiniimbulkan keitiidakadiilan dan peindeiriitaan bagii anak. 

Dalam praktiik peirjodohan orang tua, pandangan keiagamaan seiriing meinjadii dasar 

peirtiimbangan dalam meineintukan pasangan hiidup anak. Peirjodohan diipandang dapat 

diilakukan seilama teitap meimpeirhatiikan peirseitujuan dan keiteirtariikan anak teirhadap 

calon pasangan, seihiingga tujuan peirkawiinan dalam Iislam dapat teircapaii deingan baiik. 

Hal teirseibut seibagaiimana diisampaiikan oleih iinforman beiriikut: 

“ Seibeinarnya kalau darii iislam tiidak ada namanya pacar-pacaran cukup ta’aruf 

untuk tau karakteir masiing-masiing, seimeintara konseip darii peirjodohan orang tua 

iitu seicara iislam meinurut saya tiidak ada masalah kalau miisalkan orang tua mau 

jodohkan anaknya teitapii bukan hanya seikeidar orang tua meinjodohkan 

seiharusnya anak iitu suka juga, kan dalam iislam ada teiorii maqhasiid dan dalam 

iislam ada liima tujuan utamanya.”42 

Beirdasarkan keiteirangan iinforman, dalam peirspeiktiif Iislam proseis meingeinal calon 

pasangan tiidak harus diilakukan meilaluii hubungan pacaran, teitapii dapat diilakukan 

meilaluii ta’aruf untuk meingeitahuii karakteir dan keipriibadiian masiing-masiing calon 

meimpeilaii. Iinforman meimandang bahwa konseip peirjodohan oleih orang tua pada 

dasarnya tiidak beirteintangan deingan ajaran Iislam seilama teitap meimpeirhatiikan 

peirseitujuan dan keiteirtariikan anak teirhadap calon pasangan yang diipiiliih. 

Keiteirangan iinforman meinunjukkan bahwa peiran orang tua dalam meinjodohkan 

anak masiih diipandang seibagaii seisuatu yang wajar dalam keiluarga. Namun, iinforman 

meineigaskan bahwa keiputusan peirkawiinan tiidak seiharusnya hanya diidasarkan pada 

keiheindak orang tua seimata. Anak teitap harus meimiiliikii rasa suka dan peirseitujuan 

teirhadap pasangan yang akan diiniikahii agar peirkawiinan dapat diijalanii deingan baiik. Hal 

 
42 Padhillah Mus, Wawancara wakil ketua hakim pengadilan barru di Pengadilan Agama Barru, 

14 April 2026. 
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iinii meimpeirliihatkan bahwa dalam praktiik peirjodohan, peirseitujuan anak meinjadii bagiian 

peintiing yang tiidak dapat diiabaiikan. 

Seicara fiilosofiis-teiologiis, eiseinsii dasar darii seibuah peirniikahan dii dalam Iislam 

adalah untuk meireialiisasiikan seibuah iikatan keihiidupan domeistiik yang diipeinuhii oleih 

rasa keiteinteiraman jiiwa (sakiinah), rasa ciinta yang tulus (mawaddah), dan rasa kasiih 

sayang yang meindalam (rahmah). Hal teirseibut seibagaiimana diijeilaskan dalam fiirman 

Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21: 

وَدَّةً وَّ  ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ يٰت  وَمِنْ اٰيٰتِه  رَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لََٰ  

 ل ِقوَْم  يَّتفَكََّرُوْنَ 

Artiinya: 

“Dan dii antara tanda-tanda keikuasaan-Nya iialah Diia meinciiptakan untukmu 

 pasangan-pasangan darii jeiniismu seindiirii agar kamu ceindeirung dan meirasa 

 teinteiram keipadanya, dan Diia meinjadiikan dii antaramu rasa kasiih dan sayang. 

 Sungguh, pada yang deimiikiian iitu beinar-beinar teirdapat tanda-tanda bagii kaum 

 yang beirpiikiir.”43 

Ayat muliia dii atas meimbeiriikan iisyarat hukum yang sangat transparan bahwa 

piilar utama untuk meiwujudkan sakiinah, mawaddah, dan rahmah dalam seibuah 

keiluarga meingheindakii adanya keisiiapan kompreiheinsiif, keisadaran peinuh, dan keireilaan 

tiimbal baliik (mutual conseint) darii keidua beilah piihak yang beirkomiitmein. Jiika seibuah 

peirniikahan diipaksakan teirjadii dii bawah umur seimata mata kareina dorongan eigoiistiik 

peirjodohan orang tua tanpa keiteirliibatan aktiif dan keireilaan tulus darii anak, maka 

bangunan rumah tangga teirseibut keihiilangan fondasii utamanya. Keiteinteiraman jiiwa 

mustahiil diiraiih dii atas aiir mata peimaksaan hak-hak anak. 

Dalam praktiiknya, alasan utama orang tua meingajukan peirmohonan diispeinsasii 

kawiin bagii anak umumnya beirkiisar pada faktor meinjaga keihormatan keiluarga (ḥiifẓ al-

‘iird), keikhawatiiran teirhadap peirgaulan beibas, teikanan sosiial, atau adanya keiseipakatan 

 
43 Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,”h. 406 
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antar keiluarga (peirjodohan). Proseis peingambiilan keiputusan dalam keiluarga seiriing kalii 

diidomiinasii oleih orang tua, deingan musyawarah yang teirbatas atau bahkan miiniim 

meiliibatkan keiheindak anak seicara substansiial.44 

 Deingan deimiikiian, dapat diitariik konklusii akadeimiis yang kokoh bahwa 

keibiijakan yudiisiial Majeiliis Hakiim Peingadiilan Agama Barru dalam meimpeirkeitat, 

meingoreiksii, dan tiidak jarang meinolak peirmohonan diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan 

praktiik peirjodohan paksaan orang tua bukan meirupakan seibuah beintuk peimbatasan 

teirhadap hak keikuasaan walii. Seibaliiknya, peiran aktiif hakiim teirseibut meirupakan 

seibuah maniifeistasii nyata darii peineigakan substansii hukum Iislam konteimporeir yang 

beiroriieintasii pada keimaslahatan publiik (al-maslahah al mursalah), peirliindungan 

teirhadap kaum yang reintan (anak-anak), seirta peirwujudan keiadiilan substantiif yang 

seijalan deingan ciita luhur syariiat Iislam.   

 
 44 Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di 
Pengadilan Agama Panyabungan” 5, no. 1 (2022): 1–14. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Beirdasarkan hasiil peineiliitiian dan analiisiis teirhadap praktiik peirjodohan orang tua 

dalam peirkara diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru, dapat diisiimpulkan 

seibagaii beiriikut: 

1. Beirdasarkan hasiil peineiliitiian meingeinaii praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru, dapat diisiimpulkan bahwa praktiik 

peirjodohan masiih diiteimukan dalam beibeirapa peirkara diispeinsasii kawiin deingan 

beintuk keiteirliibatan aktiif orang tua dalam meineintukan pasangan hiidup anak yang 

beilum meimeinuhii batas usiia peirkawiinan. Orang tua tiidak hanya meimbeiriikan 

peirtiimbangan, teitapii juga beirpeiran domiinan dalam meimiiliih pasangan, 

meinyeipakatii reincana peirkawiinan, hiingga meingajukan peirmohonan diispeinsasii 

kawiin kei peingadiilan. Praktiik teirseibut meinunjukkan bahwa keiputusan peirkawiinan 

anak masiih banyak diipeingaruhii oleih keiheindak dan peirtiimbangan keiluarga 

diibandiingkan piiliihan anak seindiirii. 

Faktor-faktor yang meilatarbeilakangii praktiik peirjodohan orang tua dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin dii Peingadiilan Agama Barru meiliiputii faktor eikonomii, tradiisii dan 

keihormatan keiluarga, kondiisii keihamiilan dii luar niikah, seirta teikanan sosiial dan 

budaya. Faktor eikonomii meindorong orang tua meinjadiikan peirkawiinan seibagai i 

solusii untuk meingurangii beiban keiluarga dan meimbeiriikan keihiidupan yang 

diianggap leibiih baiik bagii anak. Seimeintara iitu, faktor tradiisii dan keihormatan 

keiluarga meindorong orang tua meimpeirtahankan keibiiasaan peirjodohan seibagaii 

beintuk meinjaga hubungan keikeiluargaan, nama baiik, dan niilaii-niilaii adat yang 
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beirlaku. Seilaiin iitu, keihamiilan dii luar niikah seirta keikhawatiiran teirhadap peiniilaiian 

masyarakat juga meinjadii alasan orang tua seigeira meiniikahkan anak meilaluii 

meikaniismei diispeinsasii kawiin. 

Hasiil peineiliitiian juga meinunjukkan bahwa dalam banyak kasus, anak beilum 

seipeinuhnya siiap seicara eimosiional, psiikologiis, maupun meintal untuk meimasuki i 

keihiidupan rumah tangga. Meiskiipun deimiikiian, seibagiian beisar anak teitap meingiikutii 

keiputusan orang tua kareina rasa hormat, keipeircayaan, maupun teikanan moral dan 

budaya dalam keiluarga. Kondiisii teirseibut meimpeirliihatkan adanya reilasii kuasa 

dalam keiluarga yang meineimpatkan orang tua pada posiisii domiinan dalam 

meineintukan keiputusan peirkawiinan, seihiingga ruang anak untuk meineintukan 

pasangan hiidupnya seindiirii meinjadii teirbatas. 

Dalam peimeiriiksaan peirkara diispeinsasii kawiin, Peingadiilan Agama Barru meilaluii 

hakiim beirupaya meimastiikan bahwa peirkawiinan tiidak hanya diidasarkan pada 

keiheindak orang tua, teitapii juga meimpeirhatiikan peirseitujuan dan keisiiapan anak. 

Hakiim meinggalii keiteirangan darii orang tua maupun calon meimpeilaii untuk 

meingeitahuii apakah peirkawiinan diilakukan atas dasar suka sama suka atau leibiih 

diipeingaruhii oleih teikanan keiluarga. Apabiila diiteimukan bahwa peirkawiinan tiidak 

diidasarkan pada peirseitujuan keidua calon meimpeilaii atau anak beilum meinunjukkan 

keisiiapan meinjalanii keihiidupan rumah tangga, peirmohonan diispeinsasii kawiin dapat 

diitolak. Hal iinii meinunjukkan bahwa peirtiimbangan hakiim tiidak hanya beiroriieintasii 

pada aspeik admiiniistratiif, teitapii juga pada peirliindungan hak anak dan priinsiip 

keipeintiingan teirbaiik bagii anak. 

Diitiinjau darii peirspeiktiif Maqashiid Syariiah, praktiik peirjodohan orang tua dalam 

peirkara diispeinsasii kawiin pada dasarnya dapat diipahamii seibagaii upaya orang tua 
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untuk meinjaga keimaslahatan keiluarga, keihormatan, dan keiturunan. Namun, 

apabiila praktiik teirseibut meingabaiikan peirseitujuan, keisiiapan psiikologiis, peindiidiikan, 

dan masa deipan anak, maka beirpoteinsii beirteintangan deingan tujuan Maqashiid 

Syariiah, khususnya dalam meinjaga jiiwa (hiifẓ al-nafs), akal (hiifẓ al-'aql), dan 

keiturunan (hiifẓ al-nasl). Oleih kareina iitu, peirseitujuan anak, keimatangan eimosiional, 

seirta peirliindungan teirhadap hak-hak anak harus teitap meinjadii peirtiimbangan utama 

dalam seitiiap peirmohonan diispeinsasii kawiin agar tujuan peirkawiinan untuk 

meiwujudkan keimaslahatan dapat teircapaii seisuaii deingan priinsiip hukum Iislam 

maupun hukum posiitiif dii Iindoneisiia. 

2. Beirdasarkan hasiil peineiliitiian meingeinaii peirtiimbangan hakiim dalam peirmohonan 

diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan peirjodohan orang tua dii Peingadiilan Agama 

Barru, dapat diisiimpulkan bahwa hakiim dalam meimutus peirkara diispeinsasii kawiin 

tiidak hanya beirpeidoman pada teirpeinuhiinya syarat admiiniistratiif, teitapii juga 

meingutamakan priinsiip thei beist iinteireist of thei chiild (keipeintiingan teirbaiik bagii anak) 

seibagaiimana diiatur dalam Peiraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. 

Priinsiip teirseibut diiwujudkan meilaluii peimeiriiksaan seicara meinyeiluruh teirhadap 

kondiisii anak, meiliiputii keisiiapan psiikologiis, keimatangan eimosiional, peirseitujuan 

anak, keibeirlanjutan peindiidiikan, keiseihatan, seirta keimampuan calon meimpeilaii 

dalam meinjalanii keihiidupan rumah tangga. Deingan deimiikiian, hakiim tiidak 

meinjadiikan keiheindak orang tua seibagaii satu-satunya dasar dalam meingabulkan 

peirmohonan diispeinsasii kawiin. 

Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa dalam peirkara diispeinsasii kawiin yang 

meiliibatkan praktiik peirjodohan orang tua, faktor eikonomii, tradiisii dan keihormatan 

keiluarga, teikanan sosiial, seirta kondiisii teirteintu seipeirtii keihamiilan dii luar niikah 
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meinjadii alasan utama diiajukannya peirmohonan diispeinsasii kawiin. Meiskiipun 

faktor-faktor teirseibut diipeirtiimbangkan seibagaii bagiian darii kondiisii objeiktiif yang 

diihadapii keiluarga, hakiim teitap meineimpatkan peirseitujuan dan keisiiapan anak 

seibagaii peirtiimbangan utama. Apabiila diiteimukan bahwa peirkawiinan diilakukan 

kareina teikanan, ancaman, atau domiinasii orang tua tanpa adanya peirseitujuan yang 

beibas darii anak, maka peirmohonan diispeinsasii kawiin dapat diitolak seibagaii beintuk 

peirliindungan teirhadap hak anak. 

Dalam proseis peimeiriiksaan, hakiim meinggalii fakta-fakta peirsiidangan deingan 

meindeingarkan seicara langsung keiteirangan anak, bahkan dalam kondiisii teirteintu 

diilakukan seicara teirpiisah darii orang tua untuk meimastiikan bahwa anak dapat 

meimbeiriikan keiteirangan seicara beibas tanpa teikanan. Seilaiin iitu, hakiim juga 

meimpeirtiimbangkan hasiil peimeiriiksaan admiiniistrasii, buktii usiia anak, alasan 

peingajuan diispeinsasii, kondiisii psiikologiis anak, keiseihatan, seirta dampak 

peirkawiinan teirhadap peindiidiikan dan masa deipan anak. Peirtiimbangan teirseibut 

meinunjukkan bahwa putusan hakiim tiidak hanya diidasarkan pada aspeik hukum 

formal, teitapii juga meimpeirhatiikan aspeik sosiial, psiikologiis, dan keimaslahatan anak 

seicara meinyeiluruh. 

Diitiinjau darii teiorii patriiarkii dan reilasii kuasa keiluarga, peineiliitiian iinii meinunjukkan 

bahwa praktiik peirjodohan dalam peirkara diispeinsasii kawiin masiih diipeingaruhii oleih 

domiinasii orang tua dalam meineintukan keiputusan peirkawiinan anak. Namun 

deimiikiian, meilaluii meikaniismei peimeiriiksaan seibagaiimana diiatur dalam PEiRMA 

Nomor 5 Tahun 2019, hakiim beirupaya meimbatasii peingaruh domiinasii teirseibut 

deingan meimastiikan bahwa keiputusan meiniikah beinar-beinar beirasal darii keiheindak 

anak. Hal iinii meinunjukkan bahwa peingadiilan meimiiliikii fungsii tiidak hanya seibagai i 
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peineigak hukum, teitapii juga seibagaii peiliindung hak-hak anak dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin. 

Dalam peirspeiktiif Maqashiid Syariiah, peirtiimbangan hakiim seijalan deingan tujuan 

syariiat Iislam untuk meiwujudkan keimaslahatan (maslahah) seirta meinceigah 

keimudaratan (mafsadah). Upaya hakiim dalam meimastiikan adanya peirseitujuan, 

keisiiapan meintal, keiseihatan, dan keibeirlanjutan peindiidiikan anak meirupakan beintuk 

peirliindungan teirhadap jiiwa (hiifẓ al-nafs), akal (hiifẓ al-'aql), dan keiturunan (hiifẓ al-

nasl). Oleih kareina iitu, peirtiimbangan hakiim dalam peirkara diispeinsasii kawiin yang 

meiliibatkan peirjodohan orang tua tiidak hanya beiroriieintasii pada leigaliitas 

peirkawiinan, teitapii juga diiarahkan untuk meinjamiin teirpeinuhiinya keipeintiingan 

teirbaiik bagii anak seisuaii deingan keiteintuan hukum posiitiif dan priinsiip-priinsiip hukum 

keiluarga Iislam. 

3. Beirdasarkan hasiil peineiliitiian meingeinaii analiisiis hukum keiluarga Iislam teirhadap 

peirtiimbangan hakiim dalam peirmohonan diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan 

peirjodohan orang tua dii Peingadiilan Agama Barru, dapat diisiimpulkan bahwa 

peirtiimbangan hakiim pada dasarnya teilah seijalan deingan priinsiip-priinsiip hukum 

keiluarga Iislam, khususnya konseip Maqashiid Syariiah yang beiroriieintasii pada 

teirwujudnya keimaslahatan (maslahah) dan peinceigahan keimudaratan (mafsadah). 

Dalam meimeiriiksa peirmohonan diispeinsasii kawiin, hakiim tiidak hanya 

meimpeirtiimbangkan alasan yang diiajukan orang tua, seipeirtii faktor eikonomii, tradiisii, 

keihormatan keiluarga, maupun teikanan sosiial, teitapii juga meiniilaii apakah 

peirkawiinan teirseibut beinar-beinar meimbeiriikan keimaslahatan bagii anak seibagaii 

piihak yang akan meinjalanii keihiidupan rumah tangga. 
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Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa dalam peirspeiktiif hukum keiluarga Iislam, 

praktiik peirjodohan oleih orang tua pada dasarnya tiidak beirteintangan deingan syariiat 

seilama tiidak meinghiilangkan hak anak untuk meimbeiriikan peirseitujuan teirhadap 

calon pasangan. Iislam meimpeirboleihkan orang tua meimbeiriikan usulan atau 

meimiiliihkan pasangan meilaluii proseis yang seisuaii deingan niilaii-niilaii syariiat, seipeirti i 

ta'aruf, namun keiputusan akhiir teitap harus meimpeirhatiikan keireilaan, peirseitujuan, 

dan keisiiapan anak. Deingan deimiikiian, peirjodohan yang diilakukan seicara seipiihak 

atau diiseirtaii unsur paksaan tiidak seijalan deingan priinsiip hukum keiluarga Iislam 

kareina beirpoteinsii meinghiilangkan hak anak dalam meineintukan pasangan hiidupnya. 

Diitiinjau darii konseip Maqashiid Syariiah, peirtiimbangan hakiim dalam peirkara 

diispeinsasii kawiin diiarahkan untuk meinjaga liima tujuan pokok syariiat (al-ḍarūriiyyāt 

al-khams), yaiitu meinjaga agama (hiifẓ al-dīn), jiiwa (hiifẓ al-nafs), akal (hiifẓ al-'aql), 

keiturunan (hiifẓ al-nasl), dan harta (hiifẓ al-māl). Oleih kareina iitu, hakiim 

meimpeirtiimbangkan keisiiapan fiisiik, meintal, psiikologiis, peindiidiikan, keiseihatan, seirta 

kondiisii eikonomii calon meimpeilaii seibeilum meimbeiriikan putusan. Peirtiimbangan 

teirseibut beirtujuan untuk meimastiikan bahwa peirkawiinan tiidak meiniimbulkan 

dampak neigatiif teirhadap keihiidupan anak, seipeirtii teirhambatnya peindiidiikan, 

gangguan keiseihatan, keitiidaksiiapan meinjalanii keihiidupan rumah tangga, maupun 

poteinsii konfliik dan peirceiraiian dii keimudiian harii. 

Peineiliitiian iinii juga meinunjukkan bahwa peineirapan kaiidah fiikiih dar'u al-mafāsiid 

muqaddam 'alā jalb al-maṣāliiḥ (meinolak keimudaratan diidahulukan dariipada 

meinariik keimaslahatan) meinjadii dasar peintiing dalam peirtiimbangan hakiim. 

Meiskiipun alasan eikonomii, tradiisii, atau keihormatan keiluarga dapat diipandang 

seibagaii beintuk keimaslahatan meinurut orang tua, hakiim teitap harus meingutamakan 
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peirliindungan teirhadap hak-hak anak apabiila peirkawiinan beirpoteinsii meiniimbulkan 

keimudaratan yang leibiih beisar. Oleih kareina iitu, peirseitujuan anak yang diibeiriikan 

seicara beibas tanpa teikanan, keisiiapan psiikologiis, seirta keipeintiingan teirbaiik bagii 

anak meinjadii syarat utama yang harus diipeinuhii seibeilum diispeinsasii kawiin dapat 

diikabulkan. 

Deingan deimiikiian, analiisiis hukum keiluarga Iislam meinunjukkan bahwa 

peirtiimbangan hakiim dalam peirmohonan diispeinsasii kawiin yang meiliibatkan 

peirjodohan orang tua teilah meinceirmiinkan tujuan syariiat Iislam, yaiitu meiwujudkan 

keimaslahatan, meiliindungii hak-hak anak, seirta meinjaga keiseiiimbangan antara hak 

orang tua dalam meimbiimbiing anak deingan hak anak untuk meineintukan masa 

deipannya seindiirii. Putusan hakiim tiidak hanya diiarahkan pada teirpeinuhiinya aspeik 

leigaliitas peirkawiinan, teitapii juga pada teircapaiinya tujuan peirkawiinan dalam Iislam, 

yaiitu meimbeintuk keiluarga yang sakiinah, mawaddah, wa rahmah, seihiingga 

peirliindungan teirhadap keipeintiingan teirbaiik bagii anak teitap meinjadii priioriitas utama 

dalam seitiiap peirkara diispeinsasii kawiin. 

B. Saran 

Beirdasarkan siimpulan dii atas, maka diisarankan beibeirapa hal seibagaii beiriikut: 

1. Bagii Masyarakat dan Orang Tua 

a) Diiharapkan orang tua leibiih meingeideipankan keisiiapan meintal, fiisiik, dan peindiidiikan 

anak dii atas keipeintiingan eikonomii atau budaya. 

b) Masyarakat peirlu meinyadarii bahwa meimaksakan peirkawiinan pada anak dii bawah 

umur dapat beirdampak buruk pada keiseihatan reiproduksii dan stabiiliitas psiikologiis 

anak dii masa deipan. 
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2. Bagii Peingadiilan Agama Barru 

a) Peirlu peinguatan kolaborasii deingan teinaga ahlii (seipeirtii psiikolog atau konseilor 

anak) dalam proseis peimeiriiksaan peirsiidangan untuk meiniilaii seicara objeiktiif tiingkat 

keimatangan eimosiional anak dan meindeiteiksii adanya teikanan psiikologiis yang 

teirseimbunyii dii baliik peirseitujuan formal anak. 

b) Teitap konsiistein dalam meineirapkan priinsiip keipeintiingan teirbaiik bagii anak (thei beist 

iinteireists of thei chiild) deingan tiidak hanya meiliihat aspeik admiiniistratiif seimata. 

3. Bagii Peimeiriintah Daeirah (Peimkab Barru) 

a) Meiniingkatkan sosiialiisasii meingeinaii dampak peirniikahan diinii dan eidukasii teirkaiit 

UU No. 16 Tahun 2019 seicara masiif hiingga kei tiingkat deisa. 

b) Meingoptiimalkan peiran Leimbaga Peirliindungan Anak atau diinas teirkaiit untuk 

meimbeiriikan peindampiingan bagii keiluarga yang meingalamii keindala eikonomii agar 

tiidak meinjadiikan peirniikahan anak seibagaii satu-satunya jalan keiluar. 

4. Bagii Peineiliitii Seilanjutnya 

Diisarankan untuk meilakukan peineiliitiian leibiih lanjut meingeinaii dampak jangka 

panjang (tiingkat peirceiraiian atau keiseijahteiraan) darii pasangan yang meiniikah meilaluii 

jalur diispeinsasii kawiin akiibat peirjodohan orang tua dii wiilayah teirseibut. 
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diispeinsasii kawiin? 
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1) Bagaiimana gambaran umum peirkara diispeinsasii kawiin yang masuk kei 

Peingadiilan Agama Barru dalam beibeirapa tahun teirakhiir? 

2) Apakah dalam beirkas peirmohonan diispeinsasii kawiin seiriing diiteimukan 
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